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ABSTRAK 
Nama : Musyahwir Tahir 
NIM : 10500113133 
Judul : Tinjauan Hukum Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur     
(Analisis Penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa) 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk; 1) faktor-faktor apa saja yang melatar 
belakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah untuk anak di bawah umur di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaen Gowa, 2) mengetahui pertimbangan 
hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa terkait penetapan 
dispensasi pernikahan di bawah umur padaa penetapan Perkara Nomor 
73/Pdt.P/2016/PA Sgm di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa. 
Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan pendekatan  
metode library resereach yaitu pengumpulan data atau penyelidikan melalui 
perpustakaan dengan membaca buku-buku dan karya lain yang ada hubungannya 
dengan permasalahan yang dibahas dan metode Field Research yaitu melalui 
pengamatan lapangan dalam arti penulis mengadakan pengamatan dan wawancara 
sebagai pelengkap data. Selanjutnya, teknik pengolaan data dilakukan dengan 
tahapan, yaitu : secara primer maupun sekunder, dan dianalisis secara mendalam. 
Lalu diajukan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan mengambarkan 
permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatar belakangi 
pengajuan permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur di Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kabupaten Gowa ada 2 yaitu faktor internal berarti yang terdapat pada 
diri pribadi sianak yang bersangkutan dan faktor eksternal yaitu bersumber dari orang 
tua, orang sekitar atau lingkungan. Kemudian yang menjadi pertimbangan hakim di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa terkait penetapan dispensasi 
pernikahan di bawah umur pada penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa adalah adanya bukti-bukti yang 
diajukan oleh pemohon baik bukti P.1 maupun P.2. Selain itu, hubungan yang sudah 
terjalin sangat erat sehingga dikhawatirkan akan melanggar syariat islam dan 
perundang-undangan. Tidak adanya halangan untuk melangsungkan pernikahan baik 
karena nasab ataupun halangan perkawinan lainnya dan kesiapan keduanya baik 
untuk membina rumah tangga menjadi bahan pertimbangan hakim di Pengadilan 
Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa. 
Perkara dispensasi itu adalah perkara ringan karena yang mengajukan cuma 1 
(satu) pihak artinya pihak pengadilan dalam hal ini majelis, cuma memeriksa apakah 
yang bersangkutan sudah mampu untuk menikah atau tidak. Karena yang namanya 
pernikahan sudah memunculkan hak dan kewajiban apakah yang bersangkutan ini 
sudah mampu melaksanakan kewajibannya pasca menikah,  kalau sudah diperkirakan 
tidak ada lagi yang menghalangi  atau suatu yang mengakibatkan mereka tidak 
mampu menyalankan pernikahan kecuali umur termasuk maka majelis mengabulkan.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara kepulauan yang wilayahnya terbentang dari Sabang 
sampai Merauke dengan beragam suku dan ras sehingga menghasilkan kebudayaan 
yang beraneka ragam pula. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum 
sebagaimana diatur  dalam pasal 1 Ayat 3 Undang–Undang Dasar 1945 yang 
berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara hukum ”. Dimasukkannya ketentuan ini 
ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta 
menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dengan 
demikan dapat dikatakann bahwa Indonesia merupakan suatu Negara yang bertujuan 
menyelenggarakan ketertiban hukum serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, 
membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.1 
Manusia adalah makhluk yang lebih diutamakan oleh Allah swt. 
Dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah swt. telah menetapkan adanya aturan 
tentang pernikahan bagi manusia dengan adanya aturan-aturan yang tidak boleh 
dilanggar sehingga manusia tidak boleh berbuat semaunya, seperti menikah dengan 
saudara sepersusuan. Perkawinan menjadi peristiwa yang didamba-damba semua 
orang karena dengan perkawinan seseorang dapat mendapatkan keturunan yang sah, 
baik dalam pandangan agama dan hukum yang berlaku di Indonesia.    
Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
                                                             
1A Ubaedillah & Abdul Rozak, Pancasila,Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani 
(Jakarta: Kencana & ICCE uin Jakarta, 2012), hal.121. 
2 
 
 
keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang 
Maha Esa”.2 
Melihat begitu pentingnya sebuah ikatan demi eksistensi kehidupan manusia, 
maka perlu ada pemikiran yang matang sebelum menjalin ikatan sebuah pernikahan. 
Salah satu yang sangat perlu dipikirkan adalah usia. Karena dengan usia yang dewasa 
atau matang nantinya rumah tangga akan terlaksana dengan baik. 
Perkawinan merupakan suatu hal yang dilakukan dengan serius yang 
mengakibatkan seseorang akan terkait seumur hidup dengan pasangannya. Maka dari 
itu perkawinan sangat membutuhkan persiapan yang matang, yaitu ke matangan fisik 
dan mental. Pada dasarnya kematangan jiwalah yang sangat perlu dalam memasuki 
gerbang rumah tangga. Perlu diketahui bahwa  perkawinan pada usia muda memiliki 
dampak negatif dimana lebih dari 50 persen pernikahan anak tidak berhasil, dan 
akhirnya bercerai,3 karena pada usia muda seseorang belum siap fisik maupun mental. 
Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang telah sama-sama dewasa akan 
membawa dampak yang baik bagi perkembangan rumah tangga, dengan adanya 
kedewasaan dari kedua belah pihak baik secara fisik maupun mental, akan membawa 
rumah tangga tentram dan damai. Hal tersebut dapat mewujudkan perkawinan yang 
baik tanpa diakhiri dengan perceraian. Yang tidak kalah penting adalah mental yang 
matang merupakan kekuatan yang besar dalam memperoleh kebahagiaan dalam 
rumah tangga. Kesiapan dan kematangan fisik dan mental merupakan salah satu bekal 
dalam berumah tangga guna untuk menciptakan kebahagiaan yang kekal dan 
sejahtera.  
                                                             
2Tim Permata Pres, Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, 
kewarganegaraan (Permata Pres, 2015), hal.2. 
3Petti Lubis, Lutfi Dwi Puji Astuti, 2010,  Artikel Efek Buruk Pernikahan di Bawah Umur 
(www.life.viva.co.id) di akses 10 juni 2016,  00:20 WITA. 
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Pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur 
perkawinan. Tidak adanya ketentuan dalam agama tentang batas umur minimal dan 
maksimal untuk melangsungkan perkawinan di asumsikan memberikan kelonggaran 
bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa orang yang akan 
melangsungan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Sebagaimana 
Firman Allah swt Dalam QS al Nuur/24:32: 
                                 
               
Terjemahnya : 
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang 
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan 
memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-
Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An Nuur : 32)4 
Kata (نيحلاصلا) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak yakni” 
yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.5 Namun 
dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan 
ketentukan batasan usia seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Ketentuan 
itu di jelaskan dalam pasal 7 ayat (1): “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria 
sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 
(enam belas) tahun”.6 Walaupun sudah diatur dengan sedemikian rupa, kemungkinan 
terjadinya selalu terjadi. Oleh sebab itu di tambahkan dengan ayat (2) “Dalam hal 
penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada 
                                                             
4Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 
2012),  hal. 494. 
 5Hakam Abbas, 2014, Artiel Batas Umur Perkawinan Dalam Hukum Islam  
(www.hakamabbas.blogspot.co.id) di akses 10 juni 2016,  05:35 WITA. 
6Sudarso, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),  hal.290. 
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Pengadilan atau Pejabat lain yang oleh kedua orang tua baik pihak pria maupun 
wanita".7 
Walaupun Undang-Undang telah mengatur pembatasan usia menikah, pada 
kenyataannya masih ada yang menikah di bawah umur. Pernikahan di bawah umur 
bisa saja dilakukan namun harus mentaati ketentuan sesuai yang di jelaskan dalam 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2), Yaitu 
Ketika ingin mendaftarkan ke KUA (Kantor Urusan Agama) harus melampirkan 
dispensasi dari Pengadilan Agama. Agar pernikahan itu dapat sah menurut Agama 
dan Negara. Jika perkawinan di bawah umur tidak melampirkan dispensasi nikah 
maka pernikahan tersebut tidak dapat dicatat, sesuai dengan Peraturan Menteri 
Agama Pasal 8 Bab IV No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah “Apabila 
seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang 
calon istri belum mencapai 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari 
pengadilan”. Pasal tersebut diatas sangat jelas sekali bahwa hampir tidak ada 
alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk 
laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enam belas) tahun.8  
Melihat karna pentingnya dispensasi pernikahan di bawah umur untuk 
pencatatan pernikahan dan sah menurut Negara, maka penulis bertujuan mengulas 
lebih jauh mengenai dispensi nikah di bawah umur, mengangkat hal tersebut sebagai 
bahan penulisan hukum dengan judul: TINJAUAN HUKUM DISPENSASI 
PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (Analisis Penetapan Perkara 
                                                             
7Sudarso, Hukum Perkawinan Nasional,  hal.290. 
8Kartiman Alga, 2012, Artiel Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang  (www.kua-
rancah .blogspot.co.id) di akses 10 juni 2016,  15:59 WITA. 
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Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten 
Gowa) 
B. Rumusan Masalah 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat 
(1) bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”. 
Apabila belum mencapai umur untuk melangsungkan maka diperlukan dispensasi 
dari Pengadilan Agama sesuai yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam: “Dalam hal penyimpangan 
dalam ayat 1 pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain 
yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita”. Bertitik tolak dari 
masalah di atas maka penulis menemukan beberapa masalah antara lain:  
1. Faktor-faktor apa yang melatar belakangi pengajuan dispensasi nikah anak di 
bawah umur di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa? 
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa 
Kabupaten Gowa terkait penetapan dispensasi pernikahan di bawah umur pada 
penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm di Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kabupaten Gowa? 
C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah 
disebutkan di atas maka tujuan dari penelitian ini antara lain: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang melatar belakangi pengajuan dispensasi 
nikah anak di bawah umur di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten 
Gowa. 
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2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa 
Kabupaten Gowa terkait penetapan dispensasi pernikahan di bawah umur pada 
penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm di Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kabupaten Gowa). 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan teoritis 
Kegunaan skripsi ini diharapkan bermanfaat pada perkembangan ilmu 
pengetahuan khususnya Ilmu Hukum. Hasilnya dapat dimanfaatkan lebih lanjut baik 
sebagai bacaan bagi generasi penerus dan atau menjadi bahan acuan dalam penelitian 
yang lebih lanjut, serta memberikan informasi bagi para pembaca tentang pemberian 
dispensasi pernikahan anak di bawah umur. 
2. Kegunaan praktis 
a. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten dibidang hukum pada 
umumnya dan hukum perdata pada khususnya. 
b. Sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai 
pemberian dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur. 
c. Sebagai bahan masukan untuk mengetahui proses mendapatkan sebuah penetapan 
hukum dari Pengadilan Agama perihal pemberian dispensasi nikah terhadap anak 
di bawah umur. 
7 
 
BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Pengertian Perkawinan dan Dispensasi 
1. Pengertian Pernikahan 
a. Menurut Agama 
Perkawinan atau pernikahan dalam  literatur fikih berbahasa arab disebut 
dengan dua kata, yaitu nikah (حاكن) dan zawaj (جاوز).1 Sedangkan  dalam bahasa 
Indonesia, perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang 
menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk 
arti bersetubuh (wathi).2 
Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk 
membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan 
menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.3 Sebagaimana yang 
didefenisikan oleh Abu Yahya Zakariya Al-Ansary: 
 ِه ِوْحَن ْوَأ ِح اَكْنِا ِظَفِْلب ِئْطَو ًةَح َابِا َن َّمَضضَت َي ٌدْقُع َوُه اًع ْرَش َح اَكَّنلا 
Artinya: 
“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum 
kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang 
semakna dengannya”.4 
Kemudian Zakiah mendefenisikan bahwa nikah ialah akad mengandung 
ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau semakna 
dengan keduanya.5 
                                                             
1Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenadamedia 
Group, 2014), hal.35. 
2M. Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan (Makassar: Alauddin University 
Pres, 2012), h. 9. 
3M. Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, hal.9-10. 
4M. Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, hal.10. 
5M. Thahir Maloko,  Dinamika Hukum Dalam Perkawinan ,hal.10. 
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Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang 
telah dilangsungkan melalui akad sudah memberikan status kepemilikan kedua belah 
pihak yakni suami dan istri, dimana suami berhak memperoleh kenikmatan biologis 
dan memiliki hak pengunaan dan pemakaian terhadap istri. 
b. Menurut Hukum Positif 
Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditegaskan 
bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.6 Pertimbangan dari pengertian 
perkawinan menurut Undang-Undang ialah sebagai negara yang berdasarkan 
Pancasila di mana sila pertamanya ialah Ketuhanan  Yang  Maha Esa, dan dapat kita 
simpulkan bahwa perkawinan erat hubungannya dengan agama atau kerohanian 
sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur 
rohani juga mempunyai peranan penting. 
Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan: 
1) Digunakan kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa 
perkawinan itu hanyalah antara janis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak 
perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan beberapa negara Barat. 
2) Digunakan ungkapan “sebagai suami istri” mengangung arti bahwa perkawinan 
itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, 
bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”. 
3) Dalam difinisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk 
rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan 
                                                             
6Sudarso, Hukum Perkawinan Nasional  (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 288. 
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temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan 
tahlil. 
4) Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa 
perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi 
perintah agama.7 
Perkawinan menurut Komplikasi Hukum Islam dinyatakan dalam pasal 2 dan 
3 antara lain sebagai berikut: 
Pasal 2 
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat 
atau mitsaqam ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melakasanakannya 
merupakan ibadah.8 
Pasal 3 
Perawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah, dan merupakan ibadah.9 
Ditinjau dari beberapa pengertian perkawinan dapat disimpulkan bahwa 
perkawinan ialah ikatan sah antara laki-laki dan perempuan yang akan hidup bersama 
dan bertujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahma dan 
memperolah keturunan serta menghindari perzinahan dan menjaga ketentraman baik 
jiwa maupu batin. 
2. Pengertian Dispensasi 
Dalam kamus hukum, dispensasi diartikan suatu pengecualian terhadap 
ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun Undang-Undang yang 
                                                             
7Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2003)  hal. 75-76. 
8M. Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, hal. 14. 
9M. Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, hal. 14. 
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seharusnya berlaku secara formil; Suatu keputusan yang memperkenangkan 
dilakukannya suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang oleh pembuat peraturan-
peraturan.10 
Dispensasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan (1) pengecualian 
dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu 
kewajiban atau larangan: ia mendapat- bebas membayar uang kuliah karena orang 
tuanya tidak mampu; (2) Huk pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang 
menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu 
hal yang khusus (dl hukum administrasi negara).11 
B. Syarat Sahnya Perkawinan 
Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting, karena 
berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan baik yang menyangkut keturunan 
(Anak) maupun harta. Karena sahnya dalam suatu perkawinan itu sangat penting 
maka ada beberpa syarat yang harus dipatuhi antara lain; 
1. Syarat Perkawinan Menurut Fikih Munakahat 
Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa 
hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak. Adapun syarat sah akad ada 
tiga:12 
a. Persaksian 
Akad pernikahan adalah diantara semua akad dan transaksi yang 
mengharuskan saksi menurut jumhur fuqaha’, hukumnya sah menurut syara’. Akad 
                                                             
10Marwan, & Jimmy P, Kamus HUKUM Dictionary Of Law Complate Edition  (Surabaya:  
Reality Publisher, 2009),  hal. 174. 
11Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 
2010), hal. 270. 
12Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahad 
(Khitbah, Nikah, dan Talak)  (Jakarta: Amzah, November 2009),  hal. 100. 
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dan transaksi selain nikah, persaksiannya sunnah menurut pendapat mayoritas 
fuqaha’. Perintah mendatangkan saksi dalam jual beli hukumnya sunnah sebagai 
Allah swt dalam QS al-Baqarah/2:282 
             
Terjemahannya: 
“Dan persaksikanlah ketika engkau berjual beli”.13 
Adapun tujuan persaksian adalah memelihara ingatan yang benar karena 
khawatir lupa. Sedangkan persaksian dalam pernikahan hukumnnya wajib. 
b. Wanita Yang Di Nikahi Bukan Mahram 
Wanita yang dinikahi syaratnya bukan yang diharamkan selamanya seperti ibu 
dan saudara perempuan atau haram secara temporal seperti saudara perempuan istri 
atau bibi istri dan atau bibi perempuannya. Jika akad nikah tetap diselenggarakan 
pada wanita-wanita tersebut padahal ia mengetahui keharamannya maka batal akad 
nikahnya dan akad tersebut tidak berpengaruh apa-apa. Jikalau ia tidak mengetahui 
keharamnya, lalu mereka tahu dikemudian hari maka bagi mereka wajib berpisah 
dengan segera. Jika tidak, pengadilan yang harus memisahkan antara mereka berdua 
dengan paksa, jika tidak dengan kesadaran mereka sendiri. 
c. Shighat Akad 
Shighat akad memberi makna untuk selamanya. Artinya, tidak ada kata yang 
menunjukkan pembatasan waktu dalam pernikahan, baik dinyatakan maupun tidak 
dinyatakan, baik dalam masa yang lama maupun pada waktu yang pendek. 
Pernikahan yang dibatasi dengan waktu adalah fasid (rusak), karena tidak bertujuan 
sebagaimana yang dimaksud pernikahan syar’I, yakni pergaulan yang abadi, 
memperoleh keturunan, dan pendidikannya. Ia bermaksud dalam pernikahan tersebut 
                                                             
13Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  hal. 59. 
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untuk memenuhi kebutuhan sementara, masa pernikahan habis karena kebutuhannya 
telah habis. Misalnya, seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan: “ Aku 
nikahi engkau selama aku tinggal di negeri ini”. Inilah yang di sebut dengan nikah 
mut’a dan sudah di jelaskan secara terperinci di atas. 
2. Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang 
Syarat perkawinan meurut Undang-Undang telah diatur dalam Bab II Pasal 6 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam:14 
1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua 
puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meningggal dunia atau dalam keadaan 
tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal 
ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang 
mampu menyatakan kehendaknya. 
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 
mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang 
yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis 
keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan 
menyatakan kehendaknya. 
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3), 
dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan 
pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan 
melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan 
                                                             
14Tim Permata Pres, Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, 
kewarganegaraan, (Permata Pres), 2015 hal.4. 
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ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), 
(3), dan (4) dalam pasal ini. 
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang 
bersangkutan tidak menentukan lain. 
3. Syarat Perkawinan Menurut KHI 
Pada garis besarnya syarat-syarat perkawinan itu ada dua:15 
a. Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin 
menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram 
dinikahi, baik karna haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya. 
b. Akad nikahnya dihadiri para saksi. 
Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya 
sebagai berikut: 
1) Syarat-syarat kedua mempelai. 
a) Syarat-syarat pengantin pria. 
a. Calon suami beragama islam. 
b. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki. 
c. Orangnya diketahui dan tertentu. 
d. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri. 
e. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul 
calon istrinya halal baginya. 
f. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu. 
g. Tidak sedang melakukan ihram. 
                                                             
15M. Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, hal. 24 
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h. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. 
i. Tidak mempunyai istri empat. 
b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan. 
a. Beragama islam atau ahli kitab. 
b. Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci). 
c. Wanita itu tentu orangnya. 
d. Halal bagi calon suami. 
e. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 
‘iddah. 
f. Tidak dipaksa/ikhtiar. 
g. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. 
2) Syarat-syarat Ijab Qabul 
Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang 
dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu 
seperkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab 
dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan qabul oleh 
mempelai laki-laki atau wakilnya. 
3) Syarat-syarat Wali 
Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau 
wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaknya seorang laki-laki, 
muslim, balik, sehat dan adil (tidak fasik). 
4) Syarat-syarat saksi 
Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, 
balik, berakal, melihat, daan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad 
15 
 
nikah. Tetapi menurut Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan 
dua orang perempuan. 
C. Tujuan Pernikahan 
Setiap perkawinan mempunyai tujuan seperti yang ditentukan dalam pasal 1 
Undang-Undang perkawinan. Perkawinan yang tidak mempunyai tujuan seperti 
dimaksud dalam pasal ini, bukan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang 
perkawinan. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga 
artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri suami, istri, dan anak-
anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri 
dan anak-anak dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman keluarga bersama 
(ayah, ibu, dan anak-anak).16 Paling tidak ada empat macam yang menjadi tujuan 
dalam pernikahan yang harus dipahami oleh calon suami dan istri . Keempat tujuan 
pernikahan itu adalah:17 
1. Menentramkan Jiwa 
Apabila sudah terjadi akad nikah, siwanita merasa jiwanya tentran, karena 
sudah merasa ada yang melindugi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah 
tangga. Dan sebaliknya, sisuami pun merasa tentram pula, karena sudah ada 
pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka 
dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan, Allah 
berfirman: dalaam QS al-Rum/30:21 
                                         
            
                                                             
16Abdulkadir Muhammad,  Hukum Perdata Indonesia  (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 
2014) hal. 85. 
17Abror Sodik, Fikih Keluarga Muslim  (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015) hal. 3. 
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Terjemahnya:  
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia yang menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cendrum dan merasa 
tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21).18 
Apabila dalam suautu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan 
sayang dan antara suami dan isteri tidak mau berbagi suka dan duka, maka berarti 
tujuan berumah tangga tidak sempurna, kalau tidak dapat dikatakan telah gagal. 
Sebagai akibatnya, bisa saja terjadi masing-masing suami isteri mendambahkan kasih 
sayang dari pihak luar yang seyogyanya tidak boleh terjadi dalam suatu rumah 
tangga. 
2. Mewujudkan Keturunan 
Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambahkan anak 
keturunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak keturunan diharapkan dapat 
mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa 
suami atau istri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusi ini diuangkapkan oleh 
Allah dalam QS al-Nahl/16:72 
                                  
                        
Terjemahnya: 
“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan 
menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu dan 
memberimu rezeki dari yang baik-baik”. (QS. An-Nahl: 72).19 
Berdasarkan ayat tersebut, jelaslah bahwa Allah menciptakan manusia ini 
berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi dan memakmurkannya. 
                                                             
18Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  hal. 21. 
19Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  hal. 374. 
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Semua manusia yang normal merasa gelisah, apabila pernikahannya tidak 
menghasilkan keturunan. Rumah tangga tersasa sepi, hidup tidak bergairah, karena 
pada umumnya orang-orang rela bekerja keras adalah untuk kepentinga keluarga dan 
anak cucunya. 
3. Memenuhi Kebutuhan Biologis 
Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan 
hubungan seks. Bahkan dunia hewan pun berperilaku demikian. Keinginan demikian 
adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Pemenuhan kebutuhan bilogis itu 
harus diatur melalui lembaga pernikahan, supaya tidak terjadi penyimpangan dan 
tidak lepas begitu saja sehingga tidak bertentangan dengan norma-norma, adat 
istiadat. 
Kecendrungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam 
dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecendrungan dan 
keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak, sebagaimana firman 
Allah swt dalam QS al-Nisa’/4:1 
                                         
                                     
Terjemahnya: 
“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan 
isterinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan 
perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan 
(peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesunggunya Allah selalu menjaga dan 
mengawasi kamu” (QS.An-Nisa: 1).20 
Dari ayat tersebut, dapat dipahammi bahwa tuntutan pengembangbiakan dan 
tuntutan biologis telah dapat terpenuhi sekaligus. Namun hendaknya perlu diingat 
                                                             
20Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  hal. 99. 
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bahwa perintah”bertakwa” kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, 
supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak keturunannya 
juga akan menjadi anak keturunan yang baik-baik. 
4. Latihan Memikul Tanggung Jawab 
Apabila pernikahan itu dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan untuk 
mewujudkan bagi manusia itu merupakan kekekalan hidup yang diinginkan oleh 
nalurinya (tabi’atnya), maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam 
pernikahan itu adalah menumbukan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa 
pernikahan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung 
jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban 
tersebut. 
D. Hukum Pernikahan 
1. Hukum Pernikahan Menurut Hukum BW 
Ketentuan-ketentuan hukum mengenai perkawinan diatur oleh hukum BW di 
dalam buku pertama, yang materi pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:21 
a. Perkawinan menurrut BW, hanya dipandang seebagai hubungan keperdataan (Ps. 
26), ini berarti BW tidak mengakui perkawinan menurut hukum agama. BW 
melarang melakukan upacara pernikahan menurut hukum agama, sebelum 
diadakan perkawinan menurut Undang-Undang. Ahli agama yang melanggar 
peraturan ini dapat dihukum (Ps. 530 KUHPidana). 
b. Perkawinan harus dilangsungkan atas dasar kesukarelaan atau persetujuan dari 
kedua calon suami istri (Ps. 28). 
                                                             
21Taufiqurrrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Grup, 2013) hal. 71. 
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c. Dalam waktu yang sama laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu istri, dan 
seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai satu orang suami  (Ps. 27). 
d. Batas usia untuk kawin bagi seorang laki-laki 18 tahun dan bagi seorang 
perempuan 15 tahun. Tetapi jika ada hal-hal yang mendesak atau alasan-alasan 
yang penting, hakim pengadilan negeri dapat memberikan dispensasi terhadap 
calon suami dan calon isteri yang belum cukup umur untuk melangsungkan 
perkawinan (Ps. 29). 
e. Hukum BW mengharuskan adanya izin dari orang tua atau wali bagi mereka yang 
melangsungkan perkawinan tetapi belum genap berumur 21 tahun (Ps. 35 dan 
330). 
f. Perkawinanan dilarang antara mereka yang memiliki hubungan (a) darah (nasab) 
baik dalam garis lurus ke atas, ke bawah, atau kesamping; (b) keipparan 
(semenda); dan (c) sepupu (Ps. 30). Dalam hal hubungan keiparan dan sepupu itu 
dapat dimintakan dispensasi di pengadilan (negeri). Di samping itu terdapat juga 
larangan-larangan kawin, yaitu (a) larangan kawin untuk ketiga kalinya antara 
orang-orang yang sama; (b) larangan kawin bagi janda, kecuali setelah lewat 
waktu (tunggu) 300 hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan; dan (c) 
larangan kawin bagi mereka yang diputuskan hakim telah salah karena berzinah 
dengan teman berzinanya (Ps. 32-35). 
g. Perkawinan dinyataan sah bila telah memenuhi ketentuan-ketentuan undang-
undang dan dilakukan di muka pegawai catatan sipil (PCS) serta disaksikans oleh 
2 orang yang telah berumur 21 tahun baik dari pihak keluarga maupun bukan (Ps. 
71-80). 
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h. Perkawinan dengan upacara keagamaan baru boleh dilangsungkan apabila 
ketentuan tersebut dalam butir (g) di atas telah dipenuhi (Ps.81). 
i. Suatu perkawinan yang akan dilangsungkan dapat dicegah apabila tidak dipenuhi 
syarat-syarat perkawinan yang diperlukan dan atau melanggar larangan-larangan 
perkawinan yang telah ditentukan di dalam BW. 
j. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terbukti telah melanggar syarat-syarat 
perkawinan. Pembatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh keputusan 
hakim pengadilan negeri. 
k. Harta benda kedua mempelai suami istri menjadi milik bersama sejak perkawinan 
dilangsungkan, kecuali kalau diadakan perjanjian kawin untuk menyimpan dari 
prinsip tersebut. 
l. Perkawinan putus bila (a) salah satu pihak meninggal dunia, (b) terjadi perceraian, 
(c) salah satu pihak menghilang selama 10 tahun dan pihak lain diberi izin oleh 
hakim untuk kawin lagi, dan (d) perkawinan dinyatakan putus dengan keputusan 
hakim, setelah kedua pihak hidup berpisah selama 5 tahun (Ps. 199). 
m. Tuntutan perceraian perkawinan harus dimajukan kepada pengadilan negeri, 
dengan alasan-alasan: (a) berzina, (b) meninggalkan tempat tinggal dengan itikad 
jahat, (c) dihukum 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan, (d) 
melakukan penganiayaan yang membahayakan terhadap yang lain (Ps. 208). 
n. Alasan-alasan yang dapat digunakan  untuk menuntut perceraian tersebut, dapat 
juga digunakan sebagai alasan untuk menuntut perpisahan meja dan ranjang,  di 
samping alasan-alasan yang lain yang ditentukan dalam BW (Ps. 233) dan 
perpisahan meja dan ranjang batal demi hukum apabila suami isteri kembali 
berdamai (Ps. 248). 
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2. Hukum Pernikahan Menurut Agama 
Nikah, suatu aqad syar’i (ikatan keagamaan) yang dianjurkan syara. hukum 
yang tersebut ini diijma’i oleh segenap mujtahidin tidak ada khilaf padanya.22 
Bermula nikah itu sunnah bagi orang yang ingin menikah, itupun dengan 
syarat jika dia dapat memenuhi belanja nikah seperti mahar, pakaian, dan nafkah. Dan 
jika dia tidak dapat memenuhi belanja nikah tersebut maka lebih utama baginya 
meninggalkan nikah. Hendaklah dipecahkannya akan keinginannya untuk menikah 
tersebut dengan melajimi puasa.23 
Para fuqaha mengkalisifikasikan hukum hukum nikah menjadi 5 kategori 
yang berpulang kepada kondisi pelakunya:24 
1) Wajib 
Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah 
mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan, menjauhkan diri dari 
perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah menikah. 
Ulama Malikiyah menyatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang 
menyukainya dan takut dirinya akan terjerumus ke jurang perzinaan mana kalah ia 
tidak menikah, sedangkan berpuasa ia tak sanggup. Selanjutnya, Malikiyah 
memberikan beberapa kriteria tentang wajibnya menikah bagi seseorang, yaitu: 
a. Apabila takut dirinya akan terjerumus kedalam lembah perzinaan. 
b. Untuk mengekangnya tidak mampu berpuasa, atau mampu berpuasa tapi tidak 
bisa mengekam nafsu. 
                                                             
22T. Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqih Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 
1978)  hal. 264. 
23Muhammad Arsyad al-Banjariy, Kitāb al-Nikāh (Martapura: Yayasan Pendidikan Dalam 
Pagar, 2002) hal. 1. 
24Sabri Samin & Andi Narmaya Aroeng, FIKIH II (Makassar: Alauddin Press,  2010),  hal. 8. 
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c. Tidak mampu menyatukan kekayaan umat manusia. 
2) Sunnah 
Bagi manusia yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu 
mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah 
sunnah. Menikah baginya lebih utama daripada berdiam diri menekuni ibadah, sebab 
menjalani hidup tanpa nikah sama sekali tidak dibenarkan dalam islam. 
Ulama syafi’iyah menganngap bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang 
melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan 
keturunan. Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa menikah itu sunat bagi 
orang kurang menyukainya, tetapi menginginkan keturunan karena ia mampu 
melakukan kewajiban dengan mencari rezeki yang halal serta mampu melakukan 
seksual. 
3) Mubah 
Bagi orang-orang yang tak ada alasan yang mendesak/mewajibkan segera 
menikah dan/atau alasan yang mengharamkan menikah. Ulama Hambali menyatakan 
bahwa mubah hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk 
menikah. 
4) Makruh 
Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak 
mampu memberi nafkah kepada isterinya walaupun tidak merugikannya karena ia 
kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh 
hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah 
atau menuntut suatu ilmu. 
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Ulama dikalangan Malikiyah menyatakan bahwa menikah itu hukumnya 
makruh bagi seorang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu 
memenuhi kewajibannya kepada isterinya. Adapun dari kalangan Syafi’iyah 
menyatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempuyai 
kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajibannya kepada istrinya. 
5) Haram 
Pernikahan haram hukumnya bagi orang tidak berkeinginan karena tidak 
mampu memberi nafkah, baik nafkah batin maupun nafkah lahiriah kepada isterinya 
serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila 
menikah ia akan keluar dari islam. 
Bagi perempuan bila ia sadar bahwa dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak 
suaminya, atau hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batin 
suaminya, karena sakit jiwa atau sakit lainnya, maka ia tidak boleh mendustainya. Ia 
wajib menerangkan semua itu kepada calon suaminya ibarat seorang pedagang yang 
harus menerangkan keadaan barang-barangnya yang akan di jual. 
E. Prosesdur Pernikahan 
Tata cara atau proses pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan 
kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan 
penanda tanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah.25 
1. Pemberitahuan kehendak nikah  
a. Persiapan 
                                                             
25Departemen Agama R.I., Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta: Proyek 
Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 
Penyelenggaraan Haji, 2003) hal. 18. 
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Pembantu PPN (Pencatat Nikah) dalam memberikan penasehatan dan 
bimbingan agar mendorong kepada masyarakat dalam merencanakan perkawinan 
hendaknya melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut: 
1) Masing-masing calon mempelai mengadakan penelitian tentang apakah mereka saling 
mencintai dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui/merestui. Ini erat 
hubungannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan izin orang tua, 
agar surat-surat tersebut tidak hanya formalitas. 
2) Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut hukum 
munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk 
mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan. 
3) Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah tangga, hak dan 
kewajiban suami istri dan sebagainya. 
4) Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon mempelai 
supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempelai diberikan suntikan 
imunisasi tetanus toxoid.26 
b. Pemberitahuan  
Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang, maka orang yang 
hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Pembantu PPN yang 
mewilayahi tempat dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) 
hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. 
Pemberitahuan kehendak menikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau 
orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan: 
 
                                                             
26Departemen Agama R.I., Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, hal. 6-7. 
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1)  Surat persetujuan calon mempelai (Model N3). 
2) Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul (akta kelahiran atau 
surat kenal lahir hanya untuk diperlihatkan dan dicocokkan dengan surat-surat lainnya. 
Untuk keperluan administrasi, yang bersangkutan menyerahkan salinan/fotokopinya). 
3) Surat keterangan tentang orang tua (Model N4). 
4) Surat keterangan untuk nikah (Model N1). 
5) Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota ABRI. 
6) Akta Cerai Talak/Cerai Gugat atau Kutipan Buku Pendaftaran Talak/Cerai jika calon 
mempelai seorang janda/duda. 
7) Surat keterang kematian suami/istri yang dibuat oleh Kepala Desa yang mewilayahi 
tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri menurut contoh Model N6 jika calon 
mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/istri. 
8) Surat izin dispensasi, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut 
ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) sampai dengan (6) dan 
Pasal 7 ayat (2). 
9) Surat dispensasi Camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari 
kerja sejak pengumuman. 
10) Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu. 
Pembantu PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan 
memeriksa calon suami, calon istri dan wali nikah tentang ada atau tidaknya halangan 
pernikahan, baik dari segi hukum munakahat maupun dari segi peraturan perundang-
undangan tentang perkawinan.27 
 
                                                             
27Departemen Agama R.I., Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, hal. 7-8. 
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2. Pemeriksaan Pernikahan 
Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah sebaiknya dilakukan 
secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-
sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-
sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai, apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar 
berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah dan instansi lainnya 
dan berdasarkan wawancara langsung dengan yang bersangkutan. 
Pemeriksaan terhadap calon suami istri dan wali nikah di tulis dalam lembaran Daftar 
Pemeriksaan Nikah (Formulir model NB). Ruang II, III dan IV rangkap dua. Hasil 
pemeriksaan dibaca kembali dan jika diperlukan diterjemahkan ke dalam bahasa yang 
dimengerti oleh yang bersangkutan. Selanjutnya kedua lembar Model NB tersebut pada 
halaman 3 ditanda-tangani oleh yang diperiksa dan Pembantu PPN yang memeriksa. Selesai 
pemeriksaan, surat-surat keterangan yang diperlukan dikumpulkan menjadi satu dengan 
lembar model NB kemudian dibuat pengumuman.28 
3. Pengumuman Kehendak Pernikahan 
Pembantu PPN mengumunkan kehendak nikah pada papan pengumuman (Model 
NC) setelah persyaratan terpenuhi. Pengumuman dipasang di tempat-tempat yang mudah 
diketahui umum, seperti balai desa, masjid, mushalla dan lain-lain, terutama di papan 
pengumuman di depan rumah Pembantu PPN. 
Akad nikah tidak boleh dilaksanakan sebelum lampau sepuluh hari kerja sejak 
pengumuman. Kecuali seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 tahun 1975, yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting, misalnya bertugas ke 
                                                             
28Departemen Agama R.I., Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, hal. 8-9. 
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luar negeri maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat atas 
nama Bupati memberikan dispensasi. 
Dalam kesempatan waktu sepuluh hari ini, Pembantu PPN memberikan nasehat 
perkawinan kepada calon suami istri tentang hak dan kewajiban suami istri, pentingnya 
imunisasi TT bagi calon istri serta pentingnnya pengamalan kehidupan beragama dalam 
keluarga.29 
4. Akad Nikah dan pencatatannya 
Setelah lewat masa pengumuman, akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan 
dan di hadapan Pembantu PPN kemudian dicatat dalam lembar Model NB halaman 4 dan 
ditanda-tangani oleh suami istri, wali nikah, dan saksi-saksi serta Pembantu PPN yang 
mengawasinya. 
Selambat-lambatnya 15 hari setelah dilangsungkannya akad nikah, satu lembar 
Model NB yang dilampiri surat-surat yang diperlukan dikirimkan kepada PPN yang 
wilayahnya beserta biaya nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Setelah Model NB tersebut diperiksa dan diteliti, PPN kemudian mencatat dalam 
Akta Nikah dan membuat Kutipan Akta Nikahnya rangkap dua. Selanjutnya PPN menerima 
dua Kutipan Akta Nikah dari PPN untuk disampaikan kepada masing-masing suami istri.30 
                                                             
29Departemen Agama R.I., Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, hal. 9-10. 
30Departemen Agama R.I., Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, hal. 10. 
28 
 
  BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Pada tahap penyelesaian penelitian, perlu menggunakan beberapa metode 
untuk memperoleh hasil lebih lanjut mengenai penetilian ini. Jenis penelitian yang 
filakukan penulis lebih cenderung menggunakan jenis penelitian dengan metode field 
research, narasumber dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa 
Kabupaen Gowa, Penulis juga melakukan  wawancara langsung berkenaan dengan 
rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, setelah itu barulah penulis  
menggunakan Jenis Penelitian Library Research melakukan pengambilan data atau 
arsip perkara agar data yang telah diambil betul-betul sesuai dengan rumusan 
masalah. 
Penelitian ini berfokus menelusuri tentang pemberian Dispensasi Pernikahan 
Anak di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa). 
2. Lokasi Penelitian 
Untuk melanjutkan data dan informasi dipeoleh berdasarkan kasus dan 
pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memilih lokasi pada  Kantor 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, 
dengan alasan bahwa sebagai instansi yang berwenang penuh dalam penanggulangan 
masalah yang diteliti oleh peneliti terhadap permohonan pengajuan dispensasi nikah 
di bawah umur, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan dispensasi nikah di bawah 
umur dilakukan di Pengadilan Agama apabila pegawai pencatat nikah menolak 
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memberikan izin nikah dikarenakan faktor umur belum mencukupi berdasarkan 
Undang-Undang pernikahan Tahun 1974. 
B.  Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang dilakukan penulis adalah: 
1. Yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan 
menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas 
hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin 
hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada 
diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang 
diteliti. yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui 
studi lapangan di Pengadilan Agma Sungguminasa Kabupaten Gowa 
2. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk 
memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu 
untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer 
di lapangan dilakukan dengan mewawancara narasumber yang berkompeten dan 
berhubungan dengan penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan data secara yang 
akurat berkaitan dengan judul skripsi. 
C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini penuilis menggunakan data yang mempunyai hubungan 
dengan permasalahan dan tujuan penelitian, adapun jenis dan sumber data yang 
dilakukan oleh peneliti terdapat dua sumber data yaitu: 
1. Sumber Data Primer 
Data primer merupakan pengumpulan data melalui wawancara langsung 
kepada pihak yang terkait dalam hal ini yang memberikan dispesnsasi nikah kepada 
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anak di bawah umur pada Pengadilan Agama guna untuk memberikan keterangan-
keterngan yang terkait dalam penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum 
Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur. 
2. Sumber Data Sekunder 
Data sekunder merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, 
peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan materi penulisan dan buku-buku 
yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini serta penetapan perkara Nomor 
73/Pdt.P/2016/PA Sgm. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Metode Library Research 
Library Research; yakni pengumpulan data atau penyelidikan melalui 
perpustakaan dengaan membaca buku-buku dan karya ilmiaah yang ada hubungannya 
dengan permasalahan yang dibahas. 
2. Metode Field Research 
Field Research; yakni berdasarkan hasil yang diperoleh melalui pengamatan 
lapangan dalam arti penulis mengadakan pengamatan dan wawancara sebagai 
pelengkap data. Wawancara melalui instansi yakni Pengadilan Agama  yang dianggap 
lebih tahu menganai hal tersebut, yang berhubungan dengan permasalahan yang 
dibahas dalam skripsi ini. 
E. Instrumen Penulisan 
 Instrumen penulisan yang dipakai untuk memperoleh data-data  penelitian 
saat sudah memasuki tahap penhgumpulan data di lapangan adalah wawancara, 
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dokumentasi, dan observasi. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari 
sumber-sumber informasi. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara 
primer maupun sekunder, dan dianalisis secara mendalam. Selanjutnya diajukan 
secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan mengambarkan 
permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS MASALAH 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Pengadilan Agama Sungguminasa terletak di Jalan Mesjid Raya 
Sungguminasa Kabupaten Gowa, dimana kabupaten Gowa tersebut  adalah 
merupakan salah satu daerah kerajaan terbesar di Indonesia yang berbatasan langsung 
dengan kota mentropolitan Makassar. Di samping itu pula, kalau dilihat dari 
perspektif jumlah penduduknya, Kabupaten Gowa termasuk kabupaten terbesar 
ketiga di Provinsi Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone. 
Pengadilan Agama Sungguminasa yang wilayah yurisdiksinya meliputi 18 
Kecamatan dan 169 Kelurahan/Desa dengan letak geografis antara 119.30’ sampai 
dengan 120.12’ Bujur Timur dan 05.10' sampai dengan 05.40' Lintang Selatan 
dengan luas wilayah 1.883.33 km². 
Kabupaten Gowa menempati posisi penting dan strategis karena disamping 
sebagai penyanggah utama ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, juga berbatasan 
langsung dengan beberapa kota di Sulawesi Selatan, di antaranya Kabupaten sebelah 
utara berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah timur berbatasan dengan 
Kabupaten Bulukumba, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng dan 
Kabupaten Takalar serta sebelah barat bertasan dengan Kota Makassar. 
Penduduk Kabupaten Gowa terdiri atas beberapa etnis dan suku, di antaranya 
suku Bugis, Makassar, Mandar, Toraja dan Jawa serta suku lainnya. Namun bahasa 
sehari-hari yang digunakan adalah bahasa daerah Bugis dan Makassar, terutama yang 
tinggal di ibukota kabupaten. 
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Jumlah penduduk Kabupaten Gowa berdasarkan data BPS Kabupaten Gowa 
tahun 2007 berjumlah 586.069 jiwa dan berdasarkan data yang diperoleh dari 
Departemen Agama pemeluk Agama islam di Kabupaten Gowa adalah memiliki 
persentase sebesar 99,15 % dengan perincian sebagai berikut: 
 Islam    = 581.855 
 Kriten Protestan =    2.435 
 Kristen Katolik =     1.356   
 Hindu   =        154 
 Budha   =       269 
Melihat  situasi  dan  kondisi volume kerja terutama jumlah perkara yang 
masuk  mengalami peningkatan yang cukup signifkan dari tahun ke tahun. Di 
samping itu pula jumlah personil pegawai Pengadialan Agama Sungguminasa 
walaupun terasa masih kurang, tetapi sudah cukup mengakselarasi pelaksanaan tugas-
tugas yang diemban oleh Pengadilan Agama Sungguminasa.1 
Kabupaten Gowa yang beribukota Sungguminasa memiliki luas wilayah 
1.883,33 km2 yang telah di distribusi kedalam 18 Wilayah Kecamatan dan 169 
Desa/Kelurahan, Kabupaten Gowa yang berbatasan langsung dengan ibukota Propinsi 
Sulawesi Selatan yang termasuk salah satu daerah kerajaan terbesar di Indonesia yang 
mempunyai motto Gowa Bersejarah adalah merupakan sosok motivator dalam rangka 
memacu aktivitas di bidang pembangunan guna mewujudkan Gowa sebagai kawasan 
industri dan pariwisata sehingga dengan demikian menjadi sering terjadi berbagai 
permasalahan yang timbul.2 
                                                             
1Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa,“Profil Kantor Pengadilan 
Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan”, 28 Januari 2017. 
2Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa,“Profil Kantor Pengadilan 
Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan”, 28 Januari 2017. 
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B. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Pengajuan Permohonan Dispensasi 
Nikah Anak di Bawah Umur Pengadian Agama Sungguminasa Kabupaten 
Gowa 
Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam 
pasal 7 ayat (1) bahwa : “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 
mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 
(enam belas) tahun’’ .Apabila belum mencapai umur untuk melangsugkan pernikahan 
maka diperlukan dispensasi dari pengadilan agama sesuai yang dijelaskan dalam 
pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan “Dalam hal 
penyimpangan ayat (1) Pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau 
pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita’’.3 
                                                             
3Tim Permata Pres, Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, 
kewarganegaraan, (Permata Pres), 2015 hal. 5. 
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Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi pengajuan dispensasi nikah ada 
2 (dua) yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal.4 
Faktor Internal berarti yang terdapat pada diri pribadi si anak yang 
bersangkutan. Dikatakan si anak karena yang mengajukan adalah rata-rata orang tua 
dari si anak, misalnya ada komitmen bahwa yang bersangkutan ini harus segera 
menikah artinya tidak dilihat bahwa yang bersangkutan hamil atau tidak, ada juga 
faktor yang menyebabkan misalnya sudah terjadi hal-hal yang tidak seharusnya  
terjadi sebelum menikah, walaupun itu tidak hamil, apalagi hamil. Walaupun itu 
hanya di sentuh-sentuh tapi itu bukanlah muhrin bagi yang belum melangsungkan 
pernikahan karena yang pantas untuk menyentuh itu adalah orang yang telah 
menikahinya atau muhrimnya. Yang paa intinya dia sadar bahwa telah melakukan 
sentuhan walaupun tampa persetujuan, dan menggap dirinya dirinya harus 
bertanggung jawab. Jadi artinya walaupun mau hamil atau tidak, mau di sentuh atau 
tidak, kalau yang bersangkutan sudah merasa bahwa dia mampu menikah itu bisa 
dikatakan sebagai faktor-faktor internal. 
Faktor Eksternal, yaitu bersumber dari orang tua, orang sekitar atau 
lingkungan. Yang di maksud seperti ini, jika saja yang menyuruh menikah itu orang 
tua dari pihak laki-laki karena melihat anaknya sering membawa perempuan dan 
sudah mampu menikah, atau dari pihak orang tua perempuan, melihat anaknya sering 
dibawa atau pergi bersama laki-laki. Maka orang tua dari yang bersangkutan 
menyimpulkan sebaiknya kalian menikah saja, dari pada nanti di khawatirkan 
terjerumus ke perizahan atau bisa saja lingkungan atau keluarga yang mengharuskan 
bersangkutan menikah. 
                                                             
4 Muhammad Najmi Fajri (34 tahun), Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kabupaten Gowa, Wawancara, 2  Februari 2017 
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Oleh karena itu Undang-Undang mengatur usia minaml untuk melangsungkan 
pernikahan dimana usia laki-laki harus mencapai 19 tahun dan perempuan mencapai 
16 tahun. Jika usia dari laki-laki dan perempuan belum mencapai 19 tahun bagi laki-
laki dan 16 tahun bagi perempuan maka harus mengajukan permohonan dispensasi di 
Pengadilan Agama. Kapan itu dipaksakan untuk menikah tampa pemberian 
dispensasi dari Pengadilan Agama maka yang bersangkutan tidak mempunyai buku 
nikah. 
Untuk itu ada beberapa prosedur dalam pengajuan permohonan dispensasi 
nikah antara lain:  
1. Meja 1. 
Orang tua dari yang ingin di berikan dispesasi nikah datang ke 
Pengadilan untuk melaporkan mengajukan dispensasi terhadap anaknya maka 
pihak Pengadilan memerintahkan untuk ke POSYAKUM (pos pelayanan hukum) 
guna untuk menceritakan alasan untuk mengajukan dispensasi, setelah pihak 
Pengadilan mendengar alasan dari yang berkepentingan maka dibuatkanlah 
permohonan. 
2. Kasir 
Setelah pemohon dibuatkan permohonan maka pemohon ke kasir untuk 
menanyakan berapa biaya penanganan dispensasi nikah kemudian setelah ditaksir 
berapa biaya yang dibutuhkan lalu pemohon dengan instrument dari Pengadilan 
berupa surat kuasa untuk membayar (SKUM) biaya perkara maka pemohon ke 
Bank yang ditujukan guna untuk membayar biaya perkara dimana biaya tersebut 
sebagai panjar, kalau ada sisa dikembalikan begitupun sebaliknya. 
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3. Meja 2  
Setelah pihak pemohon telah membayar biaya perkara maka pomohon 
kembali ke Pengadilan membawa bukti pembayaran dan meminta nomor perkara 
yang sudah di tentukan maka barulah permohonan tersebut dianggap telah 
terdaftar. Mengatur berkas perkara dan menyerahkannya kepada wakil panitera 
untuk di sampaikan kepada ketua Pengadilan Agma Sungguminasa. 
4. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan 
Berkas perkara yang telah lengkap diserahkan kepada Ketua Pengadilan 
untuk Penetapan Majelis Hakim (PMH). 
5. Ketua Majelis 
Majelis hakim yang telah di tunjuk oleh Ketua Pengadilan menentukan 
hari sidang, membuat instrumen panggilan sidang. 
6. Ketua Penitera 
Menunjuk Panitera sidang yang mendampingi Majelis Hakim, 
memberikan berkas permohonanan dan Jurusita yang melakukan pemanggilan. 
7. Jurusita/Jurusita Pengganti 
Menerima instrumen panggilan dari ketua majelis dan menyerahkannya 
kepada kasir untuk pencairan biaya pemanggilan dan Melaksanakan 
pemanggilan terhadap pihak berperkara5  
Adapun yang dari segi administrasi yang perlu disiapkan adalah KK (kartu 
keluarga), KTP (kartu tanda penduduk), akte kelahiran, tetapi itu adalah sesuatu yang 
tidak diwajibkan untuk di cantumkan dalam permohonan cukup di perlihatkan saja.  
Akan tetapi, kalau ingin dijadikan sebagai alat bukti bisa diajukan dari awal pihak 
                                                             
5Muhammad Najmi Fajri (34 tahun), Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kabupaten Gowa, Wawancara, 17 Januari 2017 
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pemohon mendaftar. Tapi perlu diingat, bahwa yang namanya pembuktian itu di 
Persidangan bukan dipendaftaran karena ini sifatnya dispensasi maka untuk 
mengetahui umur dari yang ingin diberikan dispensasi harus memperlihatkkan akte 
kelahiran pada saat awal pendaftaran dan dijadikan sebagai alat bukti. Namun ketika 
tidak sampai ketahap pembuktian maka diperlukan foto copy KK (kartu keluarga), 
KTP (kartu tanda penduduk), Akte kelahiran dan diberi materai 6000 serta stempel 
pos akan tetapi jika sampai kepembuktian pemohon harus memperlihatkan aslinya 
karena jika bukti surat itu tidak bisa dicocokkan dengan aslinya maka secara formil 
tidak memenuhi syarat.6 
Perlu diketahui bahwa ada perbedaan antara pengajuan dispensasi dengan 
penganjuan perkara lainnya, dimana harus diketahui bahwa ada 2 (dua) pengajuan di 
Pengadilan agama yaitu Voluntair dan Contentious. Voluntair disebut juga dengan 
permohonan, yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan 
yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditunjukan kepada ketua 
Pengadilan. Permohonan ini merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang 
tidak mengandung sengketa dengan pihak lain. Sedangkan Contentious adalah 
perkara perdata yang mengandung sengketa diantara pihak yang berpekara yang 
pemeriksaan penyelesaiannya diajukan dan diajukan kepada Pengadilan, dimana 
pihak yang mengajukan gugatan disebut dan bertindak sebagia tergugat. Didalam 
pemberian nomor putusan juga ada perbedaan antara keputusan yang bersifat 
Voluntair dan yang bersifat Contentious. Dimana perbedaanya yaitu pada kasus yang 
bersifat Voluntair 73/Pdt.P/2016/PA Sgm sedangkan yang bersifat Contentius 
73/Pdt.G/2016/PA Sgm. Dalam kasus yang bersifat Voluntair itu hanya untuk 
                                                             
6Muhammad Najmi Fajri (34 tahun), Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kabupaten Gowa, Wawancara, 17 Januari 2017. 
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kepentingan diri sendiri, sehingga persidangan biasanya hanya 1 (satu) kali sidang, 
sidang sudah bisa langsung putus seperti halnya dispensasi. Berbeda dengan kasus 
yang bersifat Contentious karena sifatnya yang tidak diperuntukkan untuk diri 
sendiri, maka Persidangannya tidak dapat putus hanya dengan 1 (satu) kali sidang, 
karena melibatkan banyak orang. Berbeda pula dengan penetapan hari sidang antara 
kasus yang bersifat Voluntair dan contentious pada bundel A di Pengadilan.  
Bundel A itu berisikan dengan berita Panggilan dan penetapan hari sidang dan 
telah dicantumkan bahwa yang bersangkutan harus membawa alat bukti atau 
pembuktian pada kasus yang bersifat permohonan. Berbeda halnya dengan gugatan, 
kasus yang bersifat gugatan bundel A mencantumkan isi gugatan yang bersangkutan 
kemudian diberikan untuk pihak lawan agar gugatan penggugat bisa jawab pada 
Persidangan.   
Kemudian Persidangan yang bersifat Voluntair, selain dari sidangnya yang 
sederhana dan bisa putus hanya dalam 1 (satu) kali sidang biayanya pun otomatis 
lebih ringan karena hanya sepihak saja. 
Dalam kasus Voluntair dengan nomor putusaan 73/Pdt.g/2016/PA Sgm di  
Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa yang mengajukan permohonan 
adalah kedua orang tua dari anak yang akan diberikan dispensasi. Namun sebenarnya 
bisa hanya salah satu dari orang tua saja yang mengajukan, tetapi tidak dilarang juga 
untuk mengajukan ke 2 (dua) orang tuanya atau walinya. Apabila sudah ada jadwal 
sidang sebaiknya ke 2 (dua) calon mempelai untuk hadir di Persidangan walaupun 
hanya salah satu dari calon mempelai yang belum cukup umur.  Tujuannya agar 
majelis hakim menyakini bahwa perkara ini bisa dikabulkan walupun sebenarnya 
yang bersangkutan tidak hadir tidak jadi masalah, tetapi terkadang majelis hakim 
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berkeinginan untuk meyakinkan alat bukti dengan memperoleh keterangan langsung 
dari calon mempelai maka dari itu sebaiknya menghadirkan ke 2 (dua) calon 
mempelai yang ingin menikah.  
Keterangan dari calon mempelai dapat terlihat apakah calon mempelai sudah 
bisa dikatakan dewasa atau belum karena sesungguhnya kedewasaan seseorang tidak 
hanya dapat dilihat dari fisik tetapi dari pola fikir seseorang. Ketika majelis hakim 
bertanya kepada calon mempelai disitu kita dapat menilai kedewasaannya, selain itu 
kejiwaan juga akan terlihat serta mengetahui  bagaimana komitmen terhadap 
pernikahan karena jangan sampai yang menginginkan pernikahan itu adalah orang tua 
sedangkan calon mempelai belum ingin mau menikah. Itu merupakan salah satu 
masalah yang biasanya mengakibatkan perceraian.  
Berdasarkan keterangan calon, mempelai hakim juga dapat menilai bahwa 
calon mempelai sudah mampu melaksanakan kewajibannya dalam hubungan suami 
istri dari segi memberi nafkah lahir maupun batin. Selain dari itu pengajuan 
dispensasi juga sebenarnya hanya persoalan administrasi saja, begitupun dengan 
umur bukan salah satu alasan yang menyebabkan seseorang tidak bisa menikah, 
melainkan yang dapat menentukan seseorang bisa menikah adalah yang mampu 
menjalankan kewajibannya. Bahkan terkadang ada seseorang yang umurnya baru 16 
(enam belas) tahun dia sudah berfikir dewasa dan sudah mampu berfikir jernih dalam 
menyelesaikan masalah, bahkan ada orang yang sudah berumur 22 (dua puluh dua) 
tahun tapi fikirannya masih kekanak-kanakan. Maka dapat disimpulkan apabila calon 
mempelai hadir di Persidangan dan sudah memberikan keterangan dan memang itu 
adalah kehendak yang bersangkutan untuk menikah, maka permohonan dispensasi 
dikabulkan. Berbeda halnya apabila keinginan orang tua saja karena dengan alasan 
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siwanita sudah hamil lantas silaki-laki ini tidak mau menikahi itu tetap diberikan 
dispensasi itu dari sisi lainnya. Karena secara umum kita dari pihak pengadilan 
menghindari yang namanya pernikahan yang karena terpaksa dan pada akhirnya itu 
tidak baik.7 
Adapula syarat utama yang harus dalam pengajuan dispensasi nikah dimana 
syarat tersebut dapat dilihat dari kepentingan individunya, misalkan syarat utama 
yaitu yang bersangkutan harus di bawah 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan 
dibawah 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki. Kalau sudah di atas 16 (enam 
belas) bagi perempuan dan 19 (Sembilan belas) bagi laki-laki itu sudah tidak wajib 
lagi melakukan permohonan dispensasi. Sebagaimana yang ditetapkan dalam 
Undang-Undang Perkawinan  pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang pernikahan “Dalam hal penyimpangan ayat (1) Pasal ini dapat diminta 
dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua 
pihak pria atau pihak wanita’’. Selanjutnya syarat yang lain dan biasa di sebutkan 
juga di dalam permohonan yaitu bahwa si laki-laki ini adalah perjaka dan si 
perempuan ini adalah perawan akan tetapi ketika salah satu dari mempelai sudah 
menikah walaupun masih di bawah umur dan sudah bercerai majelis hakim harus 
mengetahui bagaimana status perceraiannya apakah sudah resmi bercerai atau belum. 
Dan yang berkepentingan harus datang di Pengadilan serta mengetahui apa yang akan 
dilakukan di Pengadilan dalam artian itu jelas kepentingannya atau masalahnya, 
karena jangan sampai seseorang merasa terbebani terhadap sesuatu yang tidak perlu, 
misalkan umur calon mempelai itu 18 (delapan belas) tahun lebih dan kurang 7 
(tujuh) hari lagi barulah cukup 19 tahun, masalah seperti ini tidak diwajibkan 
                                                             
7Muhammad Najmi Fajri (34 tahun), Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kabupaten Gowa, Wawancara, 17 Januari 2017. 
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melakukan permohonan dispensasi perkawinan dikarenakan waktunya sudah tidak 
lama lagi umur si anak sudah cukup 19 (sembilan belas) tahun  beda halnya apabila 
umur anak masih kurang beberapa bulan atau tahun itu diperlukan pertimbangan lalu 
mengajukan dispensasi.8 
Dilihat dari sisi Undang-Undang, bahwa usia itu adalah tolak ukur yang paling 
nyata terhadap pola pikir seseorang sehingga harus diatur karena apabila kedewasaan 
itu tidak bisa diukur maka semua orang atau manusia  sudah bisa dinyatakan cakap 
hukum. Hal itu penyebab sehingga harus ada aturan mengenai usia yang bisa 
dikatakan cakap hukum seperti pada  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) bahwa : “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak 
pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 
mencapai usia 16 (enam belas) tahun’’. 
Dari sisi umur sudah bisa dijadikan sebagai landasan kalau seseorang itu 
sudah dewasa atau belum, ketika seorang pria berusia dibawah 19 (sembilan belas) 
tahun dan perempuan dibawah 16 (enam belas) tahun belum dinyatakan bercakap 
hukum maka dalam pernikahan harus mengajukan permohonan dispensasi. 
Sedangkan kalau usia pria sudah 19 (sembilan belas) dan wanita 16 (enam belas) 
tahun tidak usah mengajukan dispensasi melainkan hanya meminta ijin dari orang tua 
sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun  pernikahan itu adalah suatu yang bersifat 
asasi. 
Perlu diingat bahwa pernikahan itu dipermudah tapi tidak bebas dan 
pernikahan itu juga sebenarnya mempunyai 5 tujuan atau syariat (menjaga agama, 
menjaga nyawa dan jiwa, menjaga akal dan pikiran, keturunan, dan hibjum mal). 
                                                             
8Muhammad Najmi Fajri (34 tahun), Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kabupaten Gowa, Wawancara, 17 Januari 2017. 
43 
 
Sebenarnya menikah itu bersifat daruri yaitu sesuatu yang sangat mendasar sehingga 
sesuatu yang sangat mendasar ini kalau bisa dipermudah jangan dipersulit. Akan 
tetapi, bukan sesuatu yang bebas harus diatur sedemikian rupa supaya tujuan dari 
pernikahan menurut Agama dapat tercapai. Maka apabila seseorang sudah merasa 
mampu untuk menikah dan merasa takut akan berbuat zina ketika tidak menikah 
maka hukumnya menjadi wajib, jadi itu salah satu arti yang dimaksud dengan tidak 
sebebasnya untuk melakukan yang namanya pernikahan. Ketika hukumnya sudah 
menjadi wajib maka pernikahan itu dilonggarkan seperti adanya dispensasi, maka ada 
kaidah atau aturan yang dipertegas bahwa permudahlah pernikahan dan persulitlah 
perceraian. Ketika seseorang sudah menikah maka pertahankanlah pernikahan itu 
jangan mudah untuk bercerai maka dari itu tujuan dari adanya Undang-Undang yang 
mengatur tentang batasan umur pernikahan. Dapat kita lihat apabila tidak ada aturan 
yang mengatur tentang batasan untuk melangsungkan pernikahan seorang wanita 
yang belum berumur 16 (enam belas) tahun dan pria 19 (Sembilan belas) tahun 
jangan sampai pernikahan itu di permainkan, karena sifat dari perkawinan bukan 
hanya menghalalkan hubungan suami istri tapi ada banyak kewajiban yang harus 
dipenuhi.9 
Pengaruh adanya dispensasi membuat masyarakat sudah tidak lagi 
beranggapan bahwa yang namanya pernikahan itu adalah hak ke 2 (dua) orang tua. 
Jadi ketika anak masih di bawah umur masyarakat harus berfikir dalam bertindak. 
Maka untuk melagalkan pernikahan anak yang masih di bawah umur seseorang harus 
mengajukan yang namanya dispensasi, sebenarnya ini harus di dukung oleh Imam 
dan KUA (kantor urusan agama). Dalam pernikahan dimana Imam dan KUA (kantor 
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urusan agama) sebelum menikahkan harus mengetahui terlebih dahulu umur yang 
ingin dinikahkan. Sehingga apabila seseorag yang ingin menikah lantas belum cukup 
umur berdasarkan Undang-Undang maka disarankan untuk ke Pengadilan untuk 
mengajukan yang namanya dispensasi.  
Selain dari itu, salah satu tugas dari Imam dan KUA (kantor urusan agama)  
masyarakat juga harus memiliki kesadaran sendiri bahwa ketika ingin menikah dan 
belum cukup umur berdasarkan Undang-Undang, maka harus ke Pengadilan guna 
untuk mengajukan dispensasi nikah sehingga pernikahan yang dilakukan bisa tercatat 
didalam lembaga pemerintahan. Selain dari itu sebagai pelindung agar terhindar dari 
urusan-urasan mengharuskan atau melibatkan saat mereka mempuyai anak, karena 
jangan sampai anak-anak kelak tidak dapat bersekolah itu disebabkan karena orang 
tua tidak memiliki kekuatan hukum pada pernikahannya, atau dengan kata lain 
sebagai penghalang dalam hal urusan administrasi. 
Sering kali dihindari bahwa masyarakat berprinsip “yang penting nikah dulu 
agar halal” sehingga mengabaikan urusan administrasi pernikahan yang sudah diatur 
dalam pemerintahan itu. Salah satu penyebab mereka mendapatkan kesulitan dengan 
urusan administrasi salah satu contohnya saat ingin mengurus KK (kartu keluarga) 
pasti instansi yang terkait dalam pengurusan KK (kartu keluarga) akan meminta 
legitiminasi nikahnya dalam hal ini buku nikah. Maka dari itu dispensasi nikah 
dibawah umur menjadi salah satu jalan agar terhindar dari segala hal yang bisa 
merugikan seseorang baik dari segi dunia.10 
Apabila seseorang sudah melangsungkan pernikahan kemudian ternyata salah 
salah satu dari mempelai belum memenuhi syarat dan sudah mempunyai anak, maka 
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dia sebaiknya menikah ulang itu lebih baik dan juga tdak menggunakan banyak biaya. 
Berbeda dangan apabila seorang sudah melangsungkan pernikahan kemudian masih 
dibawah umur dan belum mempunyai anak maka sebaiknya mengajukan kembali 
dispensasi nikah agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak mesti untuk 
menikah kembali, cukup dengan meminta buku nikah diterbitkan karena tidak mesti 
dengan menikah ulang. Karena salah satu alasan dilakukannya nikah ulang apabila 
ada keraguan didalam pernikahan dan juga bila pernikahan itu dilangsungkan dengan 
menggunakan wali yang sah secara hukum. Sebagaimana yang kita maksud adalah 
wali nazab atau wali dari keturunan, wali hakim, wali mahkama atau wali yang 
ditunjuk oleh pihak perempuan. 
Jika pernikahan itu dibawah umur tetap dilaksanakan tanpa dispensasi 
kemudian salah satu dari mempelai meninggal dunia maka yang diajukan di 
Pengadilan bukan lagi dispensasi, tetapi yang diajukan adalah isbat nikah sebelum 
mengajukan permohonan penerbitan buku nikah dan demi melindungi hak anak. 
Tidak semua orang yang datang di Pengadilan mengajukan dispensasi nikah 
langsung diberikan dispensasi. Dia harus menceritakan terlebih dahulu seperti apa 
dan apakah layak diberikan dispensasi dan kewajiban Pengadilan adalah memberi 
keadilan dan kepastian hukum.11 
Ketika hakim memutuskan tidak diberikan dispensasi maka seseorang bisa 
mengajukan kasasi karena itu adalah upaya dari permohonan tetapi itu membutuhkan 
waktu dan biaya yang  banyak dan  lama, sedangkan dispensasi itu membutuhkan 
waktu yang cepat. Maka sebaiknya mengajukan ulang dan perlu disadari kenapa 
pengajuan dispensasi ditolak, karena jangan sampai ketika permohonan sudah 
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diterima. dan pada saat sidang saudara dan  saksi tidak pernah datang, maka dari itu 
sebaiknya seseorang yang bermohon untuk diberikan dispensasi nikah harus 
mempersiapkan diri dan bukti yang akan di tunjukkan pada persidangan, agar 
persidangan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang sudah 
ditetapkan pada saat sidang agar apa yang kita inginkan dapat tercapai.  
Pernikahan di bawah umur karena biasa seseorang belum mampu untuk 
menerima keadaan dalam rumah tangga maka biasanya sering terjadi pertengkaran, 
disini orang juga ikut campur didalamnya tetapi hanya sebagai penasehat dan jangan 
memihak.12 
C. Pertimbangan hakim penetapan dispensasi pernikahan di bawah umur pada 
penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm 
1. Posisi kasus 
- Pemohon I, umur 49 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata 2 
(S.2), pekerjaan Swasta (Konsultan Bisnis), bertempat tinggal di 
Kompleks BTN Tamarunang Indah, Kelurahan Tamarunang Kecamatan 
Somba Opu Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut Pemohon I ; 
- Pemohon II, umur 50 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Diploma 
III (D.III), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan 
Kabupaten Gowa,  bertempat tinggal di Kompleks BTN Tamarunang 
Indah, Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, 
yang selanjutnya disebut Pemohon II ; 
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah 
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 
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73/Pdt.P/2016/PA Sgm, tanggal 27 April 2016 mengemukakan hal-hal sebagai 
berikut : 
1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Muh. Nur  
Fajri umur 18 tahun (lahir tanggal 28 Oktober 1997) sebagaimana yang 
dibuktikan dengan Akta Kelahiran No. 446/UM/CS/1997, agama Islam, 
Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kompleks BTN Tamarunang Indah, 
Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Kabupaten 
Gowa;  
2. Bahwa kedua orang tua dari Muh. Nur Fajri masih hidup yaitu Pemohon I adalah 
ayah kandungnya dan Pemohon II adalah ibu kandungnya; 
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Nur Fajri bin 
Much Zuhri tersebut sudah lama berkenalan dengan seorang perempuan yang 
bernama Isti Yuni Damayanti binti Drs. H. Muhammad Idris berumur 17 tahun 
(lahir tanggal 4 Juni 1998), agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di 
Kompleks Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Kelurahan Tamalanrea Kecamatan 
Tamalanrea Kota Makassar; 
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan tersebut telah 
menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran intim) dengan permpuan 
tersebut dan tidak mungkin lagi dipisahkan; 
5. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama oleh para 
Pemohon seperti terjadinya kehamilan di luar nikah, maka para Pemohon sebagai 
orang tua bermaksud untuk menikahkan Muhammad Nur Fajri dengan Isti Yuni 
Damayanti tersebut namun oleh karena Muhammad  Nur Fajri belum cukup umur 
untuk menikah yaitu belum genap berumur 19 tahun oleh karena itu maka para 
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Pemohon memohon untuk diberikan izin atau dispensasi nikah kepada Muh. Nur 
Fajri untuk bisa dinikahkan dengan perempuan yang bernama Isti Yuni 
Damayanti; 
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan tersebut tidak 
sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama 
Islam maupun hukum adat setempat; 
7. Bahwa anak pemohon I dan pemohon II tersebut masih berstatus jejaka dan tidak 
terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain; 
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua laki-laki tersebut telah 
sama-sama setuju atas rencana pernikahan Muh. Nur Fajri dengan Isti Yuni 
Damayanti; 
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke Pegawai Pencatat 
Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Propinsi Sulawesi Barat 
untuk menikahkan anak pemohon I dan Pemohon II tersebut, akan tetapi 
PPN/KUA setempat belum dapat menikahkan mereka sebelum ada penetapan dari 
Pengadilan Agama Sunguminasa terkait dengan Dispensasi Nikah; 
i. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka para Pemohon 
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui Majelis Hakim 
yang memeriksa perkara ini agar memberikan Penetapan sebagai berikut ; 
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon 
kehadapan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq.  Majelis Hakim Yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut : 
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Primer :    
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; 
2. Memberikan izin (dispensasi) nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II 
yang bernama Muh. Nur Fajri untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan 
yang Isti Yuni Damayanti; 
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.  
Subsider : 
jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. 
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang 
menghadap di persidangan. 
Bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar para Pemohon 
mempertimbangkan kembali niatnya dan tidak menikahkan anak kandungnya karena 
masih berumur 18 tahun (berusia di bawah 19 tahun), akan tetapi tidak berhasil 
karena para Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat 
permohonannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon. 
Bahwa anak kandung para Pemohon bernama Muh. Nur Fajri, telah hadir di 
persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan apa yang 
didalilkan para Pemohon. 
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon 
mengajukan bukti tertulis sebagai berikut : 
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I),    NIK : 
7306081401670003, tanggal 03-05-2013, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas 
nama Pemohon II (Pemohon II) NIK : 7306084404660006, tanggal 03-05-2013, 
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bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai 
cukup, selanjutnya diberi kode P.1.  
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Sidarejo, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah Nomor 494/33/III/1994, 
tanggal 27-03-1994, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan 
aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.2. 
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Nur Fajri, Nomor 
446/UM/CS/1997, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan 
aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.3.  
Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga menghadirkan        2 
(dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut : 
1. Nur Nuhung bin Nuhung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan 
yang pada pokoknya sebagai berikut : 
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena berteman dengan Pemohon I. 
- Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon mengajukan dispensasi nikah atas 
anak kandungnya yang bernama Muh. Nur Fajri karena anak tersebut masih di 
bawah umur yaitu 18 tahun. 
- Bahwa yang saksi ketahui calon istri anak para Pemohon bernama Isti Yuni 
Damayanti. 
- Bahwa antara anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dengan Isti Yuni 
Damayanti adalah sepasang kekasih dan telah lama menjalin hubungan 
asmara. 
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- Bahwa pernikahan anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) mendesak untuk 
segera dilaksanakan karena anak para Pemohon tersebut dengan calon istrinya 
(Isti Yuni Damayanti) sangat susah untuk dipisahkan. 
- Bahwa para Pemohon telah datang melamar ke orang tua calon istri anak para 
Pemohon, namun tanggal perkawinan belum ditetapkan karena menunggu 
penetapan dari Pengadilan Agama Sungguminasa. 
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya menurut saksi telah siap membina 
rumah tangga dan mampu bertanggung jawab. 
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan 
nasab atau hubungan sesusuan. 
2. Dg Rola bin Dg Nai, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang 
pada pokoknya sebagai berikut : 
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi berteman dengan 
Pemohon I. 
- Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon mengajukan dispensasi nikah atas 
anak kandungnya yang bernama Muh. Nur Fajri karena anak tersebut masih di 
bawah umur yaitu 18 tahun. 
- Bahwa yang saksi ketahui calon istri anak para Pemohon bernama Isti Yuni 
Damayanti. 
- Bahwa antara anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dengan Isti Yuni 
Damayanti adalah sepasang kekasih dan telah lama menjalin hubungan 
asmara. 
52 
 
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) mendesak untuk 
segera dilaksanakan karena anak para Pemohon tersebut dengan calon istrinya 
(Isti Yuni Damayanti) sangat susah untuk dipisahkan. 
- Bahwa para Pemohon telah datang melamar ke orang tua calon istri anak para 
Pemohon, namun tanggal perkawinan belum ditetapkan karena menunggu 
penetapan dari Pengadilan Agama Sungguminasa. 
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya menurut saksi telah siap 
membina rumah tangga dan mampu bertanggung jawab. 
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan 
nasab atau hubungan sesusuan. 
Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi 
dan pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya. 
Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara 
ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak  terpisahkan dari 
penetapan ini. 
PERTIMBANGAN HUKUM 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon 
sebagaimana yang telah diuraikan di atas. 
Menimbang, bahwa merujuk Pasal 49 ayat ( 2 ) Undang-Undang  Nomor 7 
Tahun 1989  tentang Peradilan Agama, sebagaimana  telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 
Tahun 2009, maka permohonan para Pemohon termasuk kewenangan mutlak 
(absolute competentie) Pengadilan Agama, oleh sebab itu permohonan para Pemohon 
tersebut dapat diterima. 
53 
 
Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan 
dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Muh. Nur Fajri yang 
masih berumur 18 tahun untuk menikah dengan perempuan bernama Isti Yuni 
Damayanti. 
Menimbang, bahwa anak para Pemohon bernama Muh. Nur Fajri telah hadir 
di persidangan dan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya mempertegas 
dan membenarkan semua dalil permohonan para Pemohon.  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para 
Pemohon mengajukan bukti surat berkode P.1, P.2, dan P.3, bukti tersebut telah 
bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti 
tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti 
dipengadilan (vide Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti-bukti tersebut 
dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut. 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda 
Penduduk para Pemohon sebagai akta autentik, menerangkan tentang identitas 
kependudukkan para Pemohon bahwa Pemohon tinggal dan menetap di Kecamatan 
Somba Opu, Kabupaten Gowa, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa para 
Pemohon adalah penduduk Kabupaten Gowa yang berada dalam wilayah hukum 
Pengadilan Agama Sungguminasa, oleh sebab itu Pengadilan Agama Sungguminasa 
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan 
Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidarejo, Kabupaten Cilacap, 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 494/33/III/1994, tanggal 27-03-1994, telah terbukti 
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bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan Muhammad Nur Fajri adalah 
anak kandung para Pemohon. 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran 
atas nama anak para Pemohon (Muhammad Nur Fajri), telah terbukti bahwa anak 
para Pemohon umurnya masih di bawah umur 19 tahun yaitu 18 tahun 6 bulan. 
 Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon menghadirkan 2 
(dua) orang saksi yaitu Nur Nuhung bin Nuhung dan Dg Rola bin Dg Nai, kedua 
saksi para Pemohon telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara 
terpisah dan di bawah sumpah, sehingga secara formil saksi para Pemohon tersebut 
telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., 
jo. Pasal 1911 KUHPerdata, oleh sebab itu saksi para Pemohon tersebut dapat 
diterima sebagai alat bukti dan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih 
lanjut. 
Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi para Pemohon 
saling bersesuaian, pada pokoknya sebagai berikut : 
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Muh. Nur Fajri akan 
tetapi anaknya tersebut masih berumur 18 tahun.    
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak para Pemohon bernama Isti Yuni 
Damayanti. 
- Bahwa antara anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dengan perempuan bernama 
Isti Yuni Damayanti telah menjalin hubungan (berpacaran intim) dan sangat sulit 
untuk dipisahkan. 
- Bahwa antara anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dan perempuan bernama Isti 
Yuni Damayanti tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan sesusuan. 
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- Bahwa anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) telah siap menjadi suami/kepala 
rumah tangga, demikian pula calon istrinya (Isti Yuni Damayanti) juga telah siap 
pula menjadi istri/ibu rumah tangga. 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon 
tersebut baik bukti P.1, P.2, dan P.3, maupun keterangan saksi-saksi (Nur Nuhung bin 
Nuhung dan Dg Rola bin Dg Nai), Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai 
berikut : 
- Bahwa anak para Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan. 
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri)  mendesak untuk 
dilaksanakan karena anak para Pemohon dengan perempuan bernama Isti Yuni 
Damayanti hubunganya sudah sangat dekat (berpacaran intim) sehingga 
dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 
- Bahwa antara anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri)  dan calon istrinya (Isti Yuni 
Damayanti) tidak terikat dalam hubungan nasab, semenda atau hubungan 
sesusuan. 
- Bahwa baik anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri)   maupun calon istrinya (Isti 
Yuni Damayanti) sama-sama telah siap membina rumah tangga dan 
bertanggungjawab.  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai 
bahwa dalil permohonan para Pemohon telah terbukti bahwa hubungan antara anak 
para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dengan perempuan bernama Isti Yuni Damayanti 
sudah terjalin sedemikian erat dan bila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka 
berdua melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan perundang-
undangan yang berlaku. 
56 
 
Menimbang, bahwa pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan karena 
dikhawatirkan mereka berdua melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam 
dan perundang-undangan yang berlaku, sementara mereka berdua sudah sangat ingin 
membina rumah tangga oleh sebab itu rencana pernikahan ini bukan merupakan 
keinginan para Pemohon semata atau tidak ada indikasi pemaksaan kehendak oleh 
para Pemohon terhadap anaknya, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat ( 1 ) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum 
Islam. 
Menimbang, bahwa selain itu antara anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) 
dengan calon istrinya (Isti Yuni Damayanti binti Drs H. Muhammad Idris) tidak 
terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, semenda atau 
sesusuan dan atau halangan perkawinan lainnya sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 
dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, 
Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. 
Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat ( 1 ) huruf ( c ) dan ayat ( 2 ) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, mewajibkan setiap 
orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak, pasal ini sebagai 
upaya preventif bertujuan untuk pada menghindarkan anak atas kemungkinan 
terjadinya eksploitasi oleh orang tua, sedangkan keputusan para Pemohon untuk 
segera menikahkan anaknya (Muh. Nur Fajri) didorong karena adanya fakta 
(feitelijke grounden) bahwa anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) telah menjalin 
hubungan yang sangat serius dengan perempuan bernama Isti Yuni Damayanti dan 
dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang syariat Islam dan perundang-
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undangan, sehingga tidak terbukti kemungkinan adanya eksploitasi terhadap anak 
para Pemohon (Muh. Nur Fajri) oleh para Pemohon. 
Menimbang, bahwa sikap dan tekad bulat anak para Pemohon (Muh. Nur 
Fajri) dengan calon istrinya (Isti Yuni Damayanti) menunjukkan kesiapan keduanya, 
baik dzohir maupun bathin untuk membina rumah tangga menunjukkan urgensi 
pernikahan tersebut untuk segera dilaksanakan, yang bila ditunda justru berpotensi 
mengganggu hubungan silaturahim antara dua keluarga bahkan dapat menimbulkan 
kerusakan atau bahaya yang lebih besar bagi anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) 
dan calon istrinya (Isti Yuni Damayanti), terhadap hal itu Majelis Hakim perlu 
mengemukakan pendapat ulama fiqh, yang berbunyi : 
 
Artinya:  
“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 
Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan beralasan bila permohonan para 
Pemohon dikabulkan, dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (Muh. 
Nur Fajri) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Isti Yuni Damayanti 
binti Drs H. Muhammad Idris. 
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka 
merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 
maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. 
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Memperhatikan Pasal-Pasal dalam  Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 
dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan semua 
Peraturan Perundang-Undangan serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara 
ini. 
M E N E T A P K A N 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon. 
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) untuk 
melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama (Isti Yuni 
Damayanti).  
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah         
Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah). 
Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim  Pengadilan 
Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 M., bertepatan dengan 
tanggal 24 Syakban 1437 H.,  oleh kami Ahmad Jamil, S.Ag., Ketua Majelis, 
Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI., 
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam 
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim 
Anggota tersebut dan Nur Intang, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta para 
Pemohon. 
D. Analisis Penulis 
Berdasarkan hasil penelitian dan alaisis putusan yang telah dilakukan, secar 
garis besar penulis perpendapat bahwa dasar hukum yang dijadikan dalam 
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pertimbangan hakim ketika memutuskan suatu perkara dispensasi nikah di bawah 
umur adalah berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti dari pemohon, Undang-Undang 
dan juga menggunakan dasar hukum yang bersumber dari Al-qur’an sebagai sumber 
hukum Islam. 
Dalam penetapan putusan pada perkara nomor 73/Pdt.P/2016/PASgm 
prosedur sudah memenuhi syarat sehingga majelis memberikan dispensasi.  Menurut 
majelis sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta bahwa, yang menghalangi antara 
anak para pemohon itu hanyalah masalah administrasi yaitu berkenaan dengan umur 
sedangkan yang lain tidak ada halangan dan tidak ada larangannya untuk menikah. 
Sehingga majelis hakim berpendapat permohonan para pemohon beralasan dan 
terbukti sehingga dapat dikabulkan karena umur dari anak pemohon sudah 18 
(delapan belas) tahun kurang beberapa bulan untuk cukup 19 (sembilan belas) tahun 
dan tidak ada larangan atau paksaan dari pihak manapun. Pertimbangan yang lain 
adalah kalau pernikahan itu ditunda jangan sampai berakibat negative, jadi mencegah 
sesuatu yang bersifat negative lebih didahulukan dari pada memperoleh sesuatu yang 
bersifat positif. Jadi ada peluang bagi mereka ketika sudah saling kenal untuk 
melakukan hal-hal yang bersifat negative dari pada menunggu mereka sampai cukup 
umur. Berdasarkan UU Pernikahan untuk menghindari hal-hal yang bersifat negative  
maka sebaiknya dinikahkan, itu salah satu alasan dalam memberikan nispensasi nikah 
karena untuk mencegah sesuatu yang bersifat negative. 
Seseorang yang  tidak diberikan dispensasi justru akan menimbulkan hal-hal  
yang negative dibandingkan dengan diberikan dispensasi, maka dari itu dari 
pertimbangan majelis maka pada perkara nomor 73/Pdt.P/PA Sgm diberikan 
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dispensasi karena tidak ada halangan lain selain dengan umur dari anak pemohon 
yang belum cukup umur. 
Perkara dispensasi itu adalah perkara ringan karena yang mengajukan cuma 1 
(satu) pihak artinya pihak pengadilan dalam hal ini majelis, cuma memeriksa apakah 
yang bersangkutan sudah mampu untuk menikah atau tidak. Karena yang namanya 
pernikahan sudah memunculkan hak dan kewajiban apakah yang bersangkutan ini 
sudah mampu melaksanakan kewajibannya pasca menikah,  kalau sudah diperkirakan 
tidak ada lagi yang menghalangi  atau suatu yang mengakibatkan mereka tidak 
mampu menyalankan pernikahan kecuali umur termasuk maka majelis mengabulkan.   
Perkara dispensasi ini adalah perkara ringan dimana hanya permohonan agar 
diijinkan menikah, maka tidak ada proses mediasi. Adapun yang kemungkinan terjadi 
apabila sudah ada putusan dari Pengadilan bahwa yang bersangkutan sudah ijinkan 
menikah, dikemudian hari saudara yang bersangkutan tidak ingin lagi melanjutkan ke 
jalan pernikahan itu terserah dari yang bersangkutan. Karena dengan adanya putusan 
dispensasi dari Pengadilan tidak mengharuskan seseorang untuk menikah tapi 
dispensasi itu adalah mengijinkan seseorang yang masih di bawah umur menurut 
Undang-Udang perkawinan untuk menikah, kecuali yang bersangkutan ingin 
melanjutkan ke pernikahan maka harus menikah dengan wanita yang disebutkan 
dalam putusan mejelis. Akan tetapi kalau yang bersangkutan akan menikah dengan 
orang lain maka dia harus mengajukan kembali permohonan dispensasi dan 
keputusan dispensasi yang sebelumnya dianggap batal demi hukum. 
Setelah pengadilan telah memberikan salinan putusan dispensasi sudah tidak 
ada tindak lanjut dari Pengadilan. Adapun yang akan menindaklanjuti adalah yang 
bersangkutan kepada pihak KUA. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adapun faktor-faktoryang melatar 
belakangi pengajuan dispensasi nikah ada 2 (dua) yaitu Faktor Internal dan 
Faktor Eksternal. 
Faktor Internal berarti yang terdapat pada diri pribadi si anak yang 
bersangkutan. Dikatakan si anak karena yang mengajukan adalah rata-rata orang tua 
dari si anak, misalnya ada komitmen bahwa yang bersangkutan ini harus segera 
menikah artinya tidak dilihat bahwa yang bersangkutan hamil atau tidak, ada juga 
faktor yang menyebabkan misalnya sudah terjadi hal-hal yang tidak seharusnya  
terjadi sebelum menikah, walaupun itu tidak hamil, apalagi hamil. 
Faktor Eksternal, yaitu bersumber dari orang tua, orang sekitar atau 
lingkungan. Yang di maksud seperti ini, jika saja yang menyuruh menikah itu orang 
tua dari pihak laki-laki karena melihat anaknya sering membawa perempuan dan 
sudah mampu menikah, atau dari pihak orang tua perempuan, melihat anaknya sering 
dibawa atau pergi bersama laki-laki.  
2. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kabupaten Gowa terkait penetapan dispensasi pernikahan di 
bawah umur pada penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa adalah : 
Menimbang, bahwa pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan karena 
dikhawatirkan mereka berdua melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam 
dan perundang-undangan yang berlaku, sementara mereka berdua sudah sangat ingin 
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membina rumah tangga oleh sebab itu rencana pernikahan ini bukan merupakan 
keinginan para Pemohon semata atau tidak ada indikasi pemaksaan kehendak oleh 
para Pemohon terhadap anaknya. 
Menimbang, bahwa sikap dan tekad bulat anak para Pemohon (Muh. Nur 
Fajri) dengan calon istrinya (Isti Yuni Damayanti) menunjukkan kesiapan keduanya, 
baik dzohir maupun bathin untuk membina rumah tangga menunjukkan urgensi 
pernikahan tersebut untuk segera dilaksanakan, yang bila ditunda justru berpotensi 
mengganggu hubungan silaturahim antara dua keluarga bahkan dapat menimbulkan 
kerusakan atau bahaya yang lebih besar bagi anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) 
dan calon istrinya (Isti Yuni Damayanti). 
B. Saran  
1. Bagi masyarakat agar mengetahui bahwa dalam suatu pernikahan ada aturan 
yang mengatur sehingga masyarakat tidak serta merta menikah di bawah umur  
melainkan masyarakat harus mengajukan permohonan dispensasi nikah 
dibawah umur pada Pengadilan Agama. 
2. Bagi orang tua hendaknya memberikan pendidikan yang baik sejak dini bagi 
anaknya, memberikan pemahaman agama sebagai pedoman hidup dan 
memberi perhatian lebih terhadap segala perilaku putra/putrinya sehari-hari 
baik di dalam maupun di luar rumah agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang 
dilarang syari’at.  
3.  Harus adanya sosialisasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan yang lebih dari pemerintah dan para tokoh masyarakat baik 
ulama, dosen dan guru yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur 
misalnya seminar, pengajian dll. 
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Wawancara dengan bapak Dr. Muhammad Najmi Fajri S.Hi., M.Hi Di Pengadilan 
Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa 
 
Bersama  Bapak Sekertitaris Pengadilan Agama Sungguminasa 
  
Bersama Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa   
                 Hal 1 dari 11 Penetapan Nomor  73/ Pdt .P/2016/ PA Sgm 
  
PENETAPAN 
Nomor 73/Pdt. P/2016/PA Sgm 
            
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili 
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara 
Dispensasi Nikah yang diajukan oleh : 
1. Pemohon I, umur 49 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata 2 
(S.2), pekerjaan Swasta (Konsultan Bisnis),  bertempat tinggal di Kompleks 
BTN Tamarunang Indah, Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu 
Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut Pemohon I ; 
2. Pemohon II, umur 50 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III 
(D.III), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kabupaten 
Gowa,  bertempat tinggal di Kompleks BTN Tamarunang Indah, Kelurahan 
Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, yang selanjutnya 
disebut Pemohon II ; 
Pengadilan Agama tersebut. 
Setelah membaca berkas perkara. 
Setelah mendengar keterangan para Pemohon. 
Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon.  
DUDUK PERKARA 
 Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah 
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 
73/Pdt.P/2016/PA Sgm, tanggal 27 April 2016 mengemukakan hal-hal sebagai 
berikut : 
1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung  dari Muh. Nur 
Fajri umur 18 tahun (lahir tanggal  
28 Oktober 1997) sebagaimana yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran No. 
446/UM/CS/1997, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di 
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Kompleks BTN Tamarunang Indah, Kelurahan Tamarunang Kecamatan 
Somba Opu Kabupaten Gowa Kabupaten Gowa;  
2. Bahwa kedua orang tua dari Muh. Nur Fajri masih hidup yaitu Pemohon I 
adalah ayah kandungnya dan Pemohon II adalah ibu kandungnya; 
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad    Nur 
Fajri bin Much Zuhri tersebut sudah lama berkenalan dengan  seorang 
perempuan yang bernama Isti Yuni Damayanti binti                Drs. H. 
Muhammad Idris berumur 17 tahun (lahir tanggal 4 Juni 1998), agama Islam, 
pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kompleks Bumi Tamalanrea Permai 
(BTP), Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar; 
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan tersebut telah 
menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran intim) dengan permpuan 
tersebut dan tidak mungkin lagi dipisahkan; 
5. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama         oleh 
para Pemohon seperti terjadinya kehamilan di luar nikah, maka    para 
Pemohon sebagai orang tua bermaksud untuk menikahkan Muhammad Nur 
Fajri dengan Isti Yuni Damayanti tersebut namun oleh karena Muhammad  
Nur Fajri belum cukup umur untuk menikah yaitu belum genap berumur 19 
tahun oleh karena itu maka para Pemohon memohon untuk diberikan izin 
atau dispensasi nikah kepada Muh. Nur Fajri untuk bisa dinikahkan dengan 
perempuan yang bernama Isti Yuni Damayanti; 
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan tersebut tidak 
sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat 
agama Islam maupun hukum adat setempat; 
7. Bahwa anak pemohon I dan pemohon II tersebut masih berstatus jejaka dan 
tidak terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain; 
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua laki-laki tersebut telah 
sama-sama setuju atas rencana pernikahan Muh. Nur Fajri dengan Isti Yuni 
Damayanti; 
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke Pegawai 
Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Propinsi 
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Sulawesi Barat untuk menikahkan anak pemohon I dan Pemohon II tersebut, 
akan tetepi PPN/KUA setempat belum dapat menikahkan mereka sebelum 
ada penetapan dari Pengadilan Agama Sunguminasa terkait dengan 
Dispensasi Nikah; 
10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka para 
Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui 
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan Penetapan 
sebagai berikut ; 
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon 
memohon kehadapan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq.  Majelis 
Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan 
sebagai berikut : 
Primer :    
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; 
2. Memberikan izin (dispensasi) nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II 
yang bernama Muh. Nur Fajri untuk melaksanakan pernikahan dengan 
perempuan yang Isti Yuni Damayanti; 
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.  
Subsider : 
jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-
adilnya. 
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang 
menghadap di persidangan. 
Bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar para Pemohon 
mempertimbangkan kembali niatnya dan tidak menikahkan anak kandungnya 
karena masih berumur 18 tahun (berusia di bawah 19 tahun), akan tetapi tidak 
berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan 
surat permohonannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon. 
                 Hal 4 dari 11 Penetapan Nomor  73/ Pdt .P/2016/ PA Sgm 
  
Bahwa anak kandung para Pemohon bernama Muh. Nur Fajri, telah hadir 
di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan apa 
yang didalilkan para Pemohon. 
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon 
mengajukan bukti tertulis sebagai berikut : 
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I),    NIK : 
7306081401670003, tanggal 03-05-2013, fotokopi Kartu Tanda Penduduk 
atas nama Pemohon II (Pemohon II) NIK : 7306084404660006, tanggal 03-
05-2013, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, 
telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.1.  
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Sidarejo, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah Nomor 494/33/III/1994, 
tanggal 27-03-1994, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai 
dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.2. 
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Nur Fajri, Nomor 
446/UM/CS/1997, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan 
aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.3.  
 Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga menghadirkan        
2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut : 
1. Nur Nuhung bin Nuhung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan 
yang pada pokoknya sebagai berikut : 
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena berteman dengan 
Pemohon I. 
- Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon mengajukan dispensasi nikah 
atas anak kandungnya yang bernama Muh. Nur Fajri karena anak tersebut 
masih di bawah umur yaitu 18 tahun. 
- Bahwa yang saksi ketahui calon istri anak para Pemohon bernama Isti Yuni 
Damayanti. 
- Bahwa antara anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dengan Isti Yuni 
Damayanti adalah sepasang kekasih dan telah lama menjalin hubungan 
asmara. 
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- Bahwa pernikahan anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) mendesak untuk 
segera dilaksanakan karena anak para Pemohon tersebut dengan calon 
istrinya (Isti Yuni Damayanti) sangat susah untuk dipisahkan. 
- Bahwa para Pemohon telah datang melamar ke orang tua calon istri anak 
para Pemohon, namun tanggal perkawinan belum ditetapkan karena 
menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Sungguminasa. 
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya menurut saksi telah siap membina 
rumah tangga dan mampu bertanggung jawab. 
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada 
hubungan nasab atau hubungan sesusuan. 
2. Dg Rola bin Dg Nai, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan 
yang pada pokoknya sebagai berikut : 
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi berteman dengan 
Pemohon I. 
- Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon mengajukan dispensasi nikah 
atas anak kandungnya yang bernama Muh. Nur Fajri karena anak tersebut 
masih di bawah umur yaitu 18 tahun. 
- Bahwa yang saksi ketahui calon istri anak para Pemohon bernama Isti Yuni 
Damayanti. 
- Bahwa antara anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dengan Isti Yuni 
Damayanti adalah sepasang kekasih dan telah lama menjalin hubungan 
asmara. 
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) mendesak untuk 
segera dilaksanakan karena anak para Pemohon tersebut dengan calon 
istrinya (Isti Yuni Damayanti) sangat susah untuk dipisahkan. 
- Bahwa para Pemohon telah datang melamar ke orang tua calon istri anak 
para Pemohon, namun tanggal perkawinan belum ditetapkan karena 
menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Sungguminasa. 
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya menurut saksi telah siap 
membina rumah tangga dan mampu bertanggung jawab. 
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- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada 
hubungan nasab atau hubungan sesusuan. 
Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu 
apapun lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya. 
Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam 
perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dari penetapan ini. 
PERTIMBANGAN HUKUM 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon 
sebagaimana yang telah diuraikan di atas. 
Menimbang, bahwa merujuk Pasal 49 ayat ( 2 ) Undang-Undang  Nomor 7 
Tahun 1989  tentang Peradilan Agama, sebagaimana  telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang 
Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan para Pemohon termasuk 
kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama, oleh sebab itu 
permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima. 
Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar 
diberikan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Muh. 
Nur Fajri yang masih berumur 18 tahun         untuk menikah dengan perempuan 
bernama Isti Yuni Damayanti. 
Menimbang, bahwa anak para Pemohon bernama Muh. Nur Fajri telah 
hadir di persidangan dan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya 
mempertegas dan membenarkan semua dalil permohonan para Pemohon.  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para 
Pemohon mengajukan bukti surat berkode P.1, P.2, dan P.3, bukti tersebut telah 
bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap 
bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti 
dipengadilan (vide Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor       13 Tahun 1985 jo. 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti-bukti tersebut 
dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda 
Penduduk para Pemohon sebagai akta autentik, menerangkan tentang identitas 
kependudukkan para Pemohon bahwa Pemohon tinggal dan menetap di 
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, oleh karenanya harus dinyatakan 
terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Gowa yang berada 
dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, oleh sebab itu 
Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara 
ini. 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan 
Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidarejo, Kabupaten Cilacap, 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 494/33/III/1994, tanggal 27-03-1994, telah terbukti 
bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan Muhammad Nur Fajri 
adalah anak kandung para Pemohon. 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran 
atas nama anak para Pemohon (Muhammad Nur Fajri), telah terbukti bahwa 
anak para Pemohon umurnya masih di bawah umur 19 tahun yaitu 18 tahun 6 
bulan. 
  Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon 
menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Nur Nuhung bin Nuhung dan Dg Rola 
bin Dg Nai, kedua saksi para Pemohon telah cakap secara hukum dan 
keterangannya disampaikan secara terpisah dan di bawah sumpah, sehingga 
secara formil saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat 
sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., jo. Pasal 1911 
KUHPerdata, oleh sebab itu saksi para Pemohon tersebut dapat diterima 
sebagai alat bukti dan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut. 
Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi para 
Pemohon saling bersesuaian, pada pokoknya sebagai berikut : 
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Muh. Nur Fajri akan 
tetapi anaknya tersebut masih berumur 18 tahun.    
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak para Pemohon bernama Isti Yuni 
Damayanti. 
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- Bahwa antara anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dengan perempuan 
bernama Isti Yuni Damayanti telah menjalin hubungan (berpacaran intim) dan 
sangat sulit untuk dipisahkan. 
- Bahwa antara anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dan perempuan bernama 
Isti Yuni Damayanti tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan sesusuan. 
- Bahwa anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) telah siap menjadi suami/kepala 
rumah tangga, demikian pula calon istrinya (Isti Yuni Damayanti) juga telah 
siap pula menjadi istri/ibu rumah tangga. 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon 
tersebut baik bukti P.1, P.2, dan P.3, maupun keterangan saksi-saksi (Nur 
Nuhung bin Nuhung dan Dg Rola bin Dg Nai), Majelis Hakim menemukan fakta 
hukum sebagai berikut : 
- Bahwa anak para Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan. 
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri)  mendesak untuk 
dilaksanakan karena anak para Pemohon dengan perempuan bernama Isti 
Yuni Damayanti hubunganya sudah sangat dekat (berpacaran intim) sehingga 
dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 
- Bahwa antara anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri)  dan calon istrinya (Isti Yuni 
Damayanti) tidak terikat dalam hubungan nasab, semenda atau hubungan 
sesusuan. 
- Bahwa baik anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri)   maupun calon istrinya (Isti 
Yuni Damayanti) sama-sama telah siap membina rumah tangga dan 
bertanggungjawab.  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai 
bahwa dalil permohonan para Pemohon telah terbukti bahwa hubungan antara 
anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dengan perempuan bernama Isti Yuni 
Damayanti sudah terjalin sedemikian erat dan bila tidak segera dinikahkan 
dikhawatirkan mereka berdua melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat 
Islam dan perundang-undangan yang berlaku. 
Menimbang, bahwa pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan 
karena dikhawatirkan mereka berdua melakukan perbuatan yang dilarang oleh 
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syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku, sementara mereka berdua 
sudah sangat ingin membina rumah tangga oleh sebab itu rencana pernikahan 
ini bukan merupakan keinginan para Pemohon semata atau tidak ada indikasi 
pemaksaan kehendak oleh para Pemohon terhadap anaknya, hal ini telah sesuai 
dengan maksud Pasal 6 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 
Pasal 16 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam. 
Menimbang, bahwa selain itu antara anak para Pemohon (Muh. Nur 
Fajri) dengan calon istrinya (Isti Yuni Damayanti binti Drs H. Muhammad Idris) 
tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, 
semenda atau sesusuan dan atau halangan perkawinan lainnya sebagaimana 
maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 
Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum 
Islam. 
Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat ( 1 ) huruf ( c ) dan ayat ( 2 ) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, mewajibkan setiap 
orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak, pasal ini 
sebagai upaya preventif bertujuan untuk pada menghindarkan anak atas 
kemungkinan terjadinya eksploitasi oleh orang tua, sedangkan keputusan para 
Pemohon untuk segera menikahkan anaknya (Muh. Nur Fajri) didorong karena 
adanya fakta (feitelijke grounden) bahwa anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) 
telah menjalin hubungan yang sangat serius dengan perempuan bernama Isti 
Yuni Damayanti dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang syariat 
Islam dan perundang-undangan, sehingga tidak terbukti kemungkinan adanya 
eksploitasi terhadap anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) oleh para Pemohon. 
Menimbang, bahwa sikap dan tekad bulat anak para Pemohon (Muh. 
Nur Fajri) dengan calon istrinya (Isti Yuni Damayanti) menunjukkan kesiapan 
keduanya, baik dzohir maupun bathin untuk membina rumah tangga 
menunjukkan urgensi pernikahan tersebut untuk segera dilaksanakan, yang bila 
ditunda justru berpotensi mengganggu hubungan silaturahim antara dua 
keluarga bahkan dapat menimbulkan kerusakan atau bahaya yang lebih besar 
bagi anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dan calon istrinya (Isti Yuni 
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Damayanti), terhadap hal itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat 
ulama fiqh, yang berbunyi : 
 
 
Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”. 
       Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 
Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan beralasan bila permohonan para 
Pemohon dikabulkan, dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon 
(Muh. Nur Fajri) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Isti Yuni 
Damayanti binti Drs H. Muhammad Idris. 
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka 
merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor     7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. 
Memperhatikan Pasal-Pasal dalam  Undang Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor           50 
Tahun 2009 dan semua Peraturan Perundang-Undangan serta hukum syar’i 
yang berkaitan dengan perkara ini. 
M E N E T A P K A N 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon. 
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) untuk 
melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama (Isti 
Yuni Damayanti).  
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah         
Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah). 
Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim  Pengadilan 
Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 M., bertepatan 
dengan tanggal 24 Syakban 1437 H.,  oleh kami Ahmad Jamil, S.Ag., Ketua 
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Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, 
S.HI.,M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri 
oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Nur Intang, S.Ag., sebagai Panitera 
Pengganti serta para Pemohon. 
 
     Ketua Majelis, 
      ttd               Ahmad Jamil, S.Ag. 
 Hakim Anggota I,  Hakim Anggota II, 
        ttd                                                                         ttd 
 Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.     Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.  
 Panitera Pengganti, 
      
                 ttd                                              
   Nur Intang, S.Ag. 
Perincian biaya perkara :           
1.  Pendaftaran   Rp      30.000,00 
2.  Biaya ATK Rp      50.000,00  
3.  Panggilan      Rp    340.000,00 
4.  Redaksi Rp        5.000,00 
5.  Meterai          Rp        6.000,00 
    J u m l a h              Rp   431.000,00       
(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) 
Untuk Salinan 
Pengadilan Agama 
Sungguminasa 
PANITERA, 
 
 
 
 
 
HASBI, S.H. 
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